BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 24 ayat
(3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat
Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten
Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga vyang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
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ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu (bukan musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan Calon
Kepala Desa , Pemilihan Calon Kepala Desa , dan penetapan
Calon Kepala Desa terpilih.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan Kepala
Desa karena Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa
jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan
melalui Musyawarah Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala
Desa, serta mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu atau Pemilihan Kepala Desa serentak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah
panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung
kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.
Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa
setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi
Calon Kepala Desa .

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih.

Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa.
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Saksi Calon Kepala Desa adalah seorang yang ditunjuk dan
atau diberi mandat secara tertulis dari Calon Kepala Desa
untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi
persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam Pemilihan
Kepala Desa.

Peserta Musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang
memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Kepala
Desa melalui Musyawarah Desa.

Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS,
adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar
Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan Pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat
DPTambahan, adalah daftar Pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari Pemilih karena belum terdaftar
dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah
daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang
berasal dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih
Tambahan.

Daftar Pemilih Tambahan-1, yang selanjutnya disingkat
DPTambahan-1, adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan yang berasal dari penduduk Desa yang
tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan mendaftar
pada saat pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon
Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka
mendapatkan dukungan suara.

Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik,
yang selanjutnya disebut dengan e-Voting, adalah
pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi
digital untuk membuat surat suara, memberikan suara,

menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara,



memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan

pemungutan suara.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan
pihak terkait dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.
C.
d.

Pemilihan Kepala Desa serentak;

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

pelantikan;

pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa;
dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pemilihan kepala Desa secara serentak di daerah

dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam



jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap

gelombang paling lama 2 (dua) tahun.

Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang
Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menetapkan Kepala Desa
terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya

ditunda dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat

Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala
Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Kepala Desanya berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala
Desa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang

berikutnya.

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala
Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan terpilihnya Kepala

Desa.

Pasal 7

Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang
Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Desanya berhenti dengan sisa

masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka



dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui

Musyawarah Desa.

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan dilaksanakan pada

gelombang berikutnya.

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai

dengan terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui

tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

C. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
d. penetapan.

(2)

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
Pasal 9

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6

(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala
Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan
Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala

Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa
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jabatan, dengan ketentuan wajib melaksanakan cuti setelah

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Calon
Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis
dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 10

BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara
musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
a. Camat;

b. Kepala Desa dan perangkat Desa;

c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan

d. unsur tokoh masyarakat Desa.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan

keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan.
Pasal 11

Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan

persyaratan paling sedikit:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;

c. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan

d. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua
baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon

Kepala Desa.

(2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat

pencalonan Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan
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keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun
horizontal dengan salah satu Calon Kepala Desa , maka yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan
tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan
dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa

dan/atau tokoh masyarakat Desa.

BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan keputusan BPD.

Pasal 12

Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara

proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota;

c. seksi yang dipimpin oleh ketua seksi merangkap anggota,;
dan

d. anggota.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
jumlah sesuai kebutuhan antara lain:

seksi penjaringan dan penyaringan;

seksi seleksi/ujian;

seksi keamanan; dan

o 0o o p

seksi lainnya sesuai kebutuhan.

Panitia Pemilihan bertugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan  mengendalikan semua  tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,;

b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala
Desa;

c. melakukan pendaftaran Pemilih dan penetapan DPS,
DPTambahan dan DPT;
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d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon
Kepala Desa;

e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal
Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima)
orang;

g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi
persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;

h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;

i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;

J.  menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye,;

k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

I. memfasilitasi penyediaan Ilokasi tempat pemungutan
suara, peralatan dan perlengkapan tempat pemungutan
suara,

m. melaksanakan pemungutan suara,;

Nn. melaksanakan penghitungan suara,;

0. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil penghitungan suara;

p. menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak;

g. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan
masyarakat; dan

r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
BPD.

Pasal 13

Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh

pimpinan BPD.

Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji
sebagai berikut:

“demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya
akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia

Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
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jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas
dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan
pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; bahwa saya dalam
menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja
dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab
demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi
dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat,
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada

kepentingan pribadi atau golongan”.

Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD,
Kepala Desa, perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan

dituangkan dalam berita acara.

BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa dan berita acara pelantikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala
Desa;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
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menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
memfasilitasi pengadaan surat suara dan pengadaan
kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
menyampaikan surat suara, kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan
Kepala Desa;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa; dan

melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

serentak, Bupati membentuk tim pemantau kecamatan.

Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan
dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bertugas:

a. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai
dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;

memfasilitasi Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan
Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan
Kepala Desa terpilih;

mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam
rangka penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala
Desa; dan

melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati.
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Pasal 16

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan e-

Voting, Bupati membentuk tim teknis peralatan e-Voting.

Tim teknis peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim teknis peralatan e-Voting sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertugas:

a. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan
aplikasi program yang akan dipergunakan dalam
pemungutan suara;

b. melakukan pelatihan singkat kepada Panitia Pemilihan
untuk dapat mempergunakan alat e-Voting.

c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon
Kepala Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi
program yang akan dipergunakan dalam pemungutan
suara;

d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya
peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan
suara;

e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin
timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting
pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 3
Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya
Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan program, kegiatan,

dan biaya Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari

setelah pelantikan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan rapat dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan ketua

BPD untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan
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program, kegiatan, dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang

diusulkan.

Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia

Pemilihan dalam melaksanakan tugas.

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan
mengumumkan tahapan Pemilihan Kepala Desa di kantor
Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau

masyarakat.

Paragraf 4
Penyusunan Daftar Pemilih
Pasal 18

Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih.

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, penduduk Desa harus

memenuhi persyaratan antara lain:

a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap; dan

e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu

tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal

meliputi rukun tetangga, rukun warga dan dusun.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), tidak dapat menggunakan hak pilih.
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Pasal 19

Panitia Pemilihan menggunakan daftar Pemilih pada saat
Pemilihan umum di Desa yang bersangkutan sebagai data

bahan penyusunan DPS.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data
Pemilih menurut:

a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
sudah pindah domisili ke Desa lain;

d. sudah meninggal dunia;

e. belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai
Pemilih;

f. terdapat kesalahan penulisan nama dan/atau identitas
lainnya; dan

g. terdaftar ganda.

Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan
menyusun dan menetapkan DPS yang dituangkan dalam

berita acara.

Pasal 20

DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan
tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat

untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul
perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas

lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
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(4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud

(3)

pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera

mengadakan perbaikan DPS.

Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif
melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus
rukun tetangga, rukun warga, dan kepala dusun untuk

dicatat sebagai Pemilih tambahan dalam DPT.

Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal
berakhirnya pengumuman DPS, untuk  selanjutnya

ditetapkan menjadi DPTambahan.

Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan
tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu

pencatatan data Pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki
dan DPTambahan menjadi DPT.

Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia

Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa.

Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat

diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.

Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara.

Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan
tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk

diketahui oleh masyarakat.
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Pasal 22

Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada

Panitia Pemilihan Kabupaten.

Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar pengadaan surat panggilan, surat
suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan

lainnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 23

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa

meliputi:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Cc. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih
sebagai Kepala Desa;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
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menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba,;

I. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut
maupun tidak;

m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat
antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga
kandung, suami atau istri;

Nn. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;

0. bagi pegawai negeri sipil harus mendapat izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian;

p. bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari
keanggotaan BPD;

g. bagi Kepala Desa dan perangkat Desa harus
melaksanakan cuti;

r. bagi Kepala Desa tidak sedang dalam keadaan menunggak
dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada negara
antara lain pajak bumi dan bangunan serta pajak dan
retribusi lainnya; dan

S. bagi Kepala Desa telah menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia
Pemilihan dengan menyampaikan surat permohonan
pendaftaran Calon Kepala Desa yang dilampiri:
1. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
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Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

d. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih
sebagai Kepala Desa;

e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut
maupun tidak; dan

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat
kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Panitia
Pemilihan;

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

hukum tetap dari pengadilan negeri;

surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari

dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum

Daerah/Puskesmas);

surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat

Kepala Desa dari Camat;

daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan,

pekerjaan, dan keluarga kandung;

copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang;

copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang;

copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang;
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11. copy ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah
pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang; dan

12. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 24

Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, anggota

BPD, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai

Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa
harus melengkapi:

1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih;

2. surat ijin tertulis dari Bupati;
surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban
dalam membayar pajak bumi dan bangunan;

4. surat keterangan telah menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada Bupati;

b. perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa
harus melengkapi:

1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih;

2. surat ijin tertulis dari Kepala Desa;

c. anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus
melengkapi surat pernyataan akan berhenti sementara dari
keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih;

d. pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan

sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
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surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;

2. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (lI/a),
bagi pegawai negeri sipil, sersan dua bagi anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan brigadir dua bagi anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir
oleh pihak yang berwenang; dan

4. persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pasal 25

Kepala Desa yang masih menjabat mengajukan permohonan
ijin cuti kepada Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon

Kepala Desa yang berhak dipilih.

ljin cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai

dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Kepala Desa
menugaskan sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala

Desa.

Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berhalangan, maka Bupati menugaskan pegawain negeri
sipil dari kecamatan untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 26

Perangkat Desa mengajukan permohonan ijin cuti kepada
Kepala Desa setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa

yang berhak dipilih.

ljin cuti perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa paling

lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
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Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai

dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti, Kepala Desa
menugaskan perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana

tugas perangkat Desa.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat

memberikan surat izin cuti kepada perangkat Desa dimaksud.
Pasal 27

Permohonan izin bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup
Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa
diajukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah
yang bersangkutan dengan dilampiri:

a. copy ijazah terakhir;

b. copy surat keputusan pangkat terakhir;

c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan

d

copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.

Pemrosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Proses permohonan izin bagi pegawai negeri sipil yang berasal
dari luar lingkup Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
ketentuan dari pemerintah kabupaten/kota tempat kerja

bersangkutan.

Paragraf 2
Penjaringan
Pasal 28

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9
(sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya

pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .
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Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon

Kepala Desa.

Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi
yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia
Pemilihan memberikan kesempatan untuk dilengkapi sampai
dengan batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah pada pukul 00.00 WIB hari dan tanggal

terakhir pendaftaran.

Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa yang mendaftar dan/atau melengkapi kekurangan
persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Pasal 29

Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia
Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan

tahapan berikutnya.

Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama
9 (sembilan) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berakhir dan terdapat kurang dari

2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2
(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka
Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan

dengan tahapan berikutnya.
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Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara.

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan

dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.

BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil penjaringan yang

telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.

Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunda pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan

kemudian.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
tertulis disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan
dan BPD.

Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Pemilihan
Kepala Desa dimaksud dilaksanakan serentak pada

gelombang berikutnya.

Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) masa jabatan Kepala Desa berakhir,

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyaringan
Pasal 31

Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian,
klarifikasi  kelengkapan dan keabsahan  persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan dan
pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu
20 (dua puluh) hari.
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(2) Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap keabsahan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia
Pemilihan dapat mengeluarkan surat resmi kepada instansi

berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam berita acara.

(4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa selama 3
(tiga) hari pada tempat-tempat yang strategis untuk

memperoleh tanggapan masyarakat.

(5) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), masyarakat dapat mengajukan tanggapan

dilengkapi bukti pendukung.

(6) Terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Panitia Pemilihan wajib memberikan jawaban
dengan jawaban tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggapan diterima.

(7) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi
syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis
kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak

memenuhi syarat.

Pasal 32

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa
menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit
2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon

Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 33

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh)

hari.
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Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2
(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan
memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan menutup

pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara.

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan
memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup
pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta

melaporkan hasilnya kepada BPD.

BPD melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan
kepada Bupati melalui Camat berdasarkan laporan Panitia

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunda pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan

kemudian.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
tertulis disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan
dan BPD.

Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Desa yang
Pemilihan Kepala Desanya ditunda diikutkan pada
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang

berikutnya.

(9) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) masa jabatan Kepala Desa berakhir,

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
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Pasal 34

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Panitia

Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan:

a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan

C. usia.
Pasal 35

Seleksi tambahan dengan menggunakan Kkriteria pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian
skor:

a. tidak pernah, dengan nilai 1 (satu);

b. pernah pada 1 (satu) lembaga, dengan nilai 2 (dua);

c. pernah pada 2 (dua) lembaga, dengan nilai 3 (tiga); dan

d. pernah pada 3 (tiga) atau lebih lembaga, dengan nilai 4

(empat).

Seleksi tambahan dengan menggunakan Kkriteria tingkat
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b dilakukan dengan pemberian skor:

a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);

c. lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);

d. lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan

e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima).

Seleksi tambahan dengan menggunakan Kriteria usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan pemberian skor:

a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga

puluh lima) tahun, dengan nilai 1 (satu);
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b. umur 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima
puluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga); dan

c. umur 50 (lima puluh) tahun ke atas, dengan nilai 2 (dua).

Pasal 36

Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 terdapat lebih dari 1 (satu) orang
Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai tertinggi yang
sama maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan

melalui ujian tertulis.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh Bakal Calon Kepala Desa , kecuali yang memperoleh nilai

tertinggi yang sama.

Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan

Kabupaten, dengan ketentuan:

a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten;

b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan
Desa, dan kepemimpinan;
naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda;

d. naskah ujian dan naskah kunci jawaban diserahkan oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan
pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian;

e. Panitia Pemilihan melaksanakan dan mengawasi
pelaksanaan ujian;

f. segera setelah selesai pelaksanaan wujian, Panitia
Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian
serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan

g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon

Kepala Desa.

Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perolehan nilai

tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon
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Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan
melakukan ujian tertulis tambahan yang diikuti Bakal Calon
Kepala Desa kecuali yang memperoleh nilai tertinggi yang
sama sampai diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala

Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 37

Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan menjadi Calon Kepala Desa dengan keputusan
Panitia Pemilihan dilengkapi dengan berita acara hasil

penyaringan.

Panitia Pemilihan melaporkan hasil penyaringan kepada BPD
dilampiri keputusan dan berita acara hasil penyaringan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD
tentang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih di tempat strategis untuk diketahui

masyarakat.

Paragraf 4
Pengundian Nomor Urut
Pasal 38

Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling
lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa

yang berhak dipilih.

Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat

pengundian nomor urut Calon Kepala Desa .

Tata cara pengundian nomor urut ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
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Setelah pengundian nomor urut selesai, seluruh Calon Kepala
Desa dapat membuat dan menandatangani kesepakatan
bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa disaksikan oleh Panitia Pemilihan.

Hasil pengundian nomor urut diumumkan oleh Panitia
Pemilihan di tempat-tempat strategis untuk diketahui

masyarakat.

Pasal 39

Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
dan

b. dilakukan pengundian nomor urut.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari dokter pemerintah.

Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tanpa alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti semua
biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada bendahara Desa diketahui oleh Kepala
Desa dan Panitia Pemilihan dan dimasukkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja Desa.

Paragraf 5
Kampanye
Pasal 40

Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat
persiapan Kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita

acara.

Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan

program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat.
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(3) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:

a.

b
C.
d

pertemuan terbatas;

tatap muka dan dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh Calon Kepala

Desa bersama Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib Kampanye dan

jadwal pelaksanaan Kampanye yang ditandatangani oleh

ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

Pasal 41

Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga)

hari sebelum dimulainya masa tenang.

Dalam Kampanye dilarang:

a.

mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan
Calon Kepala Desa lain;

menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau
masyarakat;

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan Kketertiban
umum;

mengancam untuk  melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Calon
Kepala Desa lain;

menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas disekitar
tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas
persetujuan seluruh Calon Kepala Desa dan Panitia

Pemilihan;
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h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
Calon Kepala Desa lain;

i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan
dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan

raya; dan

J.  menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

kepada peserta Kampanye.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuali

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan

huruf j merupakan pelanggaran tata cara Kampanye dan
dapat dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi

menimbulkan konflik.

Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai
sanksi tidak diperkenankan melaksanakan Kampanye
selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan.

Pasal 42

Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa
disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai

bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.

Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan tim pemantau
kecamatan segera menindaklanjuti  pengaduan dan

memberikan tanggapan secara tertulis.
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Pasal 43

Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih
menjabat, perangkat Desa, dan anggota BPD dalam
melaksanakan Kampanye dilarang menggunakan fasilitas

Pemerintah Desa yang terkait dengan jabatannya.

Selama masa Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cuti.

Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil,
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan Kampanye tidak boleh
menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya

dan harus melaksanakan cuti.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diberikan oleh pejabat atau komandan satuan yang

berwenang.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk sekretaris
Desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala

Desa.

Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) lowong atau berhalangan tetap, maka perangkat Desa
yang lain ditunjuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana

tugas Kepala Desa.

Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk perangkat
Desa yang lain melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas

perangkat Desa.

Paragraf 6
Masa Tenang
Pasal 44

Sebelum hari pemungutan suara, diberlakukan masa tenang

selama 3 (tiga) hari.
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Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga

yang berkaitan dengan Kampanye.

Paragraf 7

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

(1)

Pasal 45

Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam
merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan

suara.

Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab
dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).
Pasal 46

Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan
lainnya sudah diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat suara;
b. kotak suara;
bilik pemungutan suara;

c

d. tinta;
e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
f.

tempat pemungutan suara.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. salinan DPT,;

b. karet pengikat surat suara,;

c. lem/perekat;



-37 -

d. spidol;

e. ballpoint;

.—h

kantong plastik;
sampul kertas; dan

g
h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara.

(4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan
huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara.

(5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan
menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
terdiri atas:
surat suara;
peralatan e-Voting;
bilik pemungutan suara;

tinta; dan

a k W N PR

tempat pemungutan suara.

b. dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
salinan DPT,;

karet pengikat surat suara;

lem/perekat;

spidol;

ballpoint;

kantong plastik; dan

N o gk wDNPRE

sampul kertas.

Pasal 47

(1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara di tempat pemungutan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
a. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum

dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 5% (lima
per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam

DPT untuk setiap tempat pemungutan suara,;
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b. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap tempat
pemungutan suara untuk setiap jenis pemilihan;
bilik pemugutan suara paling sedikit 2 (dua) buabh;

d. tinta paling banyak 2 (dua) botol;

e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set
pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku,
bantalan/alas coblos, dan tali pengikat; dan/atau

f. peralatan e-Voting sebanyak 1 (satu) set pada setiap
tempat pemungutan suara dalam hal dilaksanakan

dengan e-Voting.

Dukungan perlengkapan Ilainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. salinan DPT untuk tiap tempat pemungutan suara,
masing-masing untuk:

1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu)
rangkap;

2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-
nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1
(satu) rangkap;

b. karet pengikat surat suara, sebanyak 40 (empat puluh)
buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah,
untuk mengikat surat suara;
lem/perekat, sebanyak 1 (satu) botol/tube;

d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara,
sebanyak 1 (satu) buah;

e. ballpoint, sebanyak 10 (sepuluh) buah;

.—h

kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah;

sampul kertas;

J @

kertas karton untuk keperluan penghitungan suara; dan

tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan

dan tanda pengenal kelompok penyelenggara pemungutan
suara, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol

untuk setiap tempat pemungutan suara.

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat

suara, kotak suara dan kelengkapan lain serta
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pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Bupati.

Paragraf 8
Penyiapan Tempat Pemungutan Suara
Pasal 48

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara
dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat
pemungutan suara meliputi:

a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;

b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;

c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda
gambar masing-masing Calon Kepala Desa;

d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;

e. ruang tunggu para Pemilih;

f. bilik suara;

g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting bila
dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;

h. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan
dengan menggunakan e-Voting;

i. surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam
bentuk foto Calon Kepala Desa pada perangkat alat e-
Voting;

Jj. kertas dan alat penghitungan suara;

k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan

I. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Tempat pemungutan suara dibuat di tempat yang mudah
dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan
menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara

langsung, umum, bebas dan rahasia.

Tempat pemungutan suara diberi tanda batas dengan

menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
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Pasal 49

Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) tempat

pemungutan suara atau lebih.

Penambahan tempat pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan berdasarkan persetujuan Calon Kepala Desa .

Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu),
maka lokasi penghitungan hasil pemungutan suara
dilaksanakan di salah satu tempat pemungutan suara yang

disepakati.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung setiap tempat pemungutan suara dan hasil tiap-tiap
tempat pemungutan suara dijumlahkan untuk menetapkan

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 9
Sortir Dan Pelipatan Surat Suara
Pasal 50

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara,
panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan

surat suara.

Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat sortir

dan pelipatan surat suara.

Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan

kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.

Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan

ketentuan:

a. sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua dan
sekretaris Panitia Pemilihan sudah menandatangani
semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia
Pemilihan;

b. satu per satu lembar surat suara yang sudah

ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan
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ditunjukkan kepada Calon Kepala Desa atau wakil Calon
Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan untuk mengetahui
keabsahan surat suara;

c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh
Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara,;

d. surat suara yang sudah dilipat dihitung oleh Panitia
Pemilihan sesuai jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan
setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat
dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;

e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan
dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah
perseratus) dari jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan
setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan
diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;

f. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke
dalam 2 (dua) amplop besar dan diberi tulisan menurut
jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian
ditutup dan disegel; dan

g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel
sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan
lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci

dan disegel.

(5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan

dan Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa .

(6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g
disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 10
Pengumuman Dan Penyampaian Surat Undangan
Pasal 51

(1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal,

dan waktu pemungutan suara, dan nama tempat
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pemungutan suara kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di
tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan di tempat-tempat strategis dan dapat dilakukan

menggunakan media elektronik maupun media lokal.

Pasal 52

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan
suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia
Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan
menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.

Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih,
Panitia Pemilihan melaksanakan:

a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat

undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia

Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan

dengan cara:

a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga
(RT) atau perangkat Desa; dan

b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah

diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.

Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum
menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia

Pemilihan.

Pemilih membawa surat undangan ke tempat pemungutan
suara dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk

ditukarkan dengan surat suara.
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Paragraf 11
Saksi Calon Kepala Desa
Pasal 53

Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan

surat kuasa dari Calon Kepala Desa .

Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia
Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan

suara.

Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Kepala Desa .

Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa
dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan

penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan

penghitungan suara.

Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang

memuat nomor, nama dan foto Calon Kepala Desa .

Paragraf 12
Pembagian Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 54

Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada

anggota Panitia Pemilihan mengenai:

a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara di tempat pemungutan suara; dan

b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.

Penjelasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara.
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Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara

dan pada saat penghitungan suara.

Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari
pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah
satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia

Pemilihan.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 55

Sebelum rapat pemungutan suara, ketua Panitia Pemilihan

bersama-sama anggota Panitia Pemilihan, dan saksi yang hadir

melaksanakan kegiatan:

a.
b.

memeriksa tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa di
tempat yang sudah ditentukan;

menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta
kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia
Pemilihan;

mengatur tempat duduk para Calon Kepala Desa sesuai
dengan nomor urut;

mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati
tempat duduk yang telah disediakan; dan

menerima surat penugasan sebagai saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 56

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon
Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan

oleh Panitia Pemilihan.

Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat

digantikan dengan foto Calon Kepala Desa .
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Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit berukuran 10 (sepuluh) r dan ditempatkan di

atas tempat duduk Calon Kepala Desa .

Pasal 57

Setiap Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara wajib

menunjukkan surat undangan.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk
dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan

kehadiran.

Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa
Pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti kartu tanda

penduduk atau kartu keluarga.

Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang
bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar
dalam DPT dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau

kartu keluarga.

Paragraf 2
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
Pasal 58

Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan
ditutup paling lambat pukul 13.00 WIB.

(2) Apabila pada pukul 07.00 WIB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) saksi atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan
suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau Pemilih

paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(3) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana

(4)

dimaksud pada ayat (2) saksi atau Pemilih belum hadir, rapat
pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan

pemungutan suara.

Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:

a. pembukaan rapat pemungutan suara;
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penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.
3.

nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor
urut;
waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara,;

tata cara pemungutan suara;

pembukaan perlengkapan pemungutan suara;

pelaksanaan pemungutan suara; dan

penutup.

Pasal 59

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

melakukan kegiatan:

a.

membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara, meliputi:

1.

membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi
kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis
dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang
berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir
bahwa kotak suara benar-benar telah kosong,
menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir
bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir
masih dalam keadaan disegel;

menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat
suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 %
(dua koma lima perseratus) dari jumlah Pemilih yang

tercantum dalam DPT;

memberikan penjelasan kepada Pemilih dan saksi

mengenai:

1.
2.
3.

jumlah surat suara yang diterima,;
tata cara pemberian suara; dan
tata cara penyampaian keberatan oleh saksi atau

Pemilih.
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(2) Penjelasan ketua Panitia Pemilihan kepada Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2,

meliputi:

a.

format/isi surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan
nama Calon Kepala Desa ;

Pemilih memberikan suara di bilik suara;

tata cara pemberian tanda pada surat suara;

dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam
keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan
suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1
(satu) kali penggantian;

pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih
hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih
memberikan suara;

Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang
namanya  tercantum dalam salinan DPT dan
DPTambahan-1;

Pemilih yang terdaftar dalam DPTambahan-1 memberikan
suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara
berakhir, sepanjang surat suara masih tersedia;
kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih
berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat

perekam gambar lainnya di bilik suara.

(3) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan sebagai
berikut:

a.

memastikan surat suara yang diterima telah
ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;

pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa
paku; dan

pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara
mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nhomor

urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa .
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Paragraf 3
Pemberian Suara
Pasal 60

Setelah melakukan kegiatan memberikan penjelasan kepada
Pemilih dan saksi, Panitia Pemilihan memanggil Pemilih

untuk memberikan suara.

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan

berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih
penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk
memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya
mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran

Pemilih tersebut.

Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua atau
yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan
suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu oleh

Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.

Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang
ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
dan

b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan
tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu
mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan

disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk membantu
Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua atau
yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang

bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan.
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Pasal 61

Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan

meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.

Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, Pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia

Pemilihan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua

Panitia Pemilihan.

Ketua Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya
1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru
dicoblos tersebut dalam berita acara pemungutan dan

penghitungan suara.

Pasal 62

Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT dapat
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu

tanda penduduk.

Panitia Pemilihan melayani dan mencatat Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu)
jam sebelum waktu pemungutan suara di tempat
pemungutan suara berakhir sesuai dengan alamat Rukun
Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) alamat yang tertera dalam

kartu tanda penduduk.

Panitia Pemilihan menuangkan dalam berita acara hasil

pencatatan penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pemberian suara oleh penduduk Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan waktu paling akhir pada saat

pemungutan suara.
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Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada penduduk
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila surat

suara masih tersedia.

Pasal 63

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, melakukan kegiatan:
a. menuju bilik suara;

b. membuka surat surat lebar-lebar dan meletakkan di atas
meja yang disediakan sebelum dicoblos;

c. mencoblos surat suara dengan paku atau alat coblos di
atas alas coblos yang telah disediakan atau dengan cara
menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan e-
Voting yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

d. melipat kembali surat suara seperti semula;

e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;dan

f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta
yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian

kuku sebelum ke luar tempat pemungutan suara.

Pada saat memberikan suara, Pemilih dilarang:
a. menambah tulisan/ catatan/tanda lainnya dalam bentuk
apapun pada surat suara; dan/atau

b. mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 64

Pada pukul 13.00 WIB waktu setempat, ketua Panitia
Pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan
memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di tempat
pemungutan suara yang sedang menunggu giliran untuk

memberikan suara.

Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, rapat pemungutan suara dapat dilanjutkan

sampai Pemilih selesai memberikan suara.
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Setelah  seluruh Pemilih selesai memberikan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua
Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di
tempat pemungutan suara bahwa pemungutan suara telah
selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat

penghitungan suara.

Paragraf 4
Kegiatan Sebelum Rapat Penghitungan Suara
Pasal 65
Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan

(1)

(2)

(2)

penghitungan suara.

Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan
dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang

hadir dengan jelas.

Penempatan saksi, Pemilih dan masyarakat yang hadir diatur

sebagai berikut:

a. saksi ditempatkan di dalam tempat pemungutan suara;
dan

b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar

tempat pemungutan suara.

Paragraf 5
Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara
Pasal 66

Penghitungan suara di tempat pemungutan suara
dilaksanakan segera setelah persiapan rapat penghitungan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 selesai

dilaksanakan.

Rapat penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
a. ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat

penghitungan suara dimulai;
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b. ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia
Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara:

1. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan
disaksikan oleh semua yang hadir;

2. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan
diletakkan di meja ketua Panitia Pemilihan;

3. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan
jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat
jumlahnya;

4. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di
dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT
dan DPTambahan-1 yang menggunakan hak pilih
berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara;

5. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang
diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

c. anggota Panitia Pemilihan bertugas membuka surat suara
dan memberikan kepada ketua Panitia Pemilihan atau
anggota Panitia Pemilihan yang menggantikan.

d. ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan
yang menggantikan bertugas:

1. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan
menunjukkan kepada saksi, anggota Panitia Pemilihan
atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan
ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara
dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan

2. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara
dan perolehan suara Calon Kepala Desa dengan suara
yang terdengar jelas.

(3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang
terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup,
dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan

yang telah disediakan.
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Pasal 67

Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke
dalam formulir yang ditempel pada papan dengan cara tally,
yaitu:

a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap
hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi
garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;

b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap
hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak
sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar
memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;

c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon
Kepala Desa;

d. menjumlahkan seluruh suara sah;

e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

Ketua Panitia Pemilihan dibantu anggota Panitia Pemilihan
mengisi formulir sertifikat hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara di tempat pemungutan suara dan
lampiran, berdasarkan catatan hasil penghitungan perolehan
suara di tempat pemungutan suara yang telah diisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panitia Pemilihan

melakukan pembetulan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2

(dua) garis horisontal.

Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.

Ketua Panitia Pemilihan membubuhkan paraf pada angka

atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota Panitia

Pemilihan.
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Pasal 68

Surat suara dinyatakan sah apabila:

a. memakai surat suara yang telah ditentukan;

b. terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris Panitia
Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat
suara,
yang dicoblos hanya satu tanda gambar;

d. tanda coblos tepat atau dalam salah satu kotak yang
memuat nomor, foto dan nama calon yang telah
ditentukan;

e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah
satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;

f. tanda coblos pada salah satu garis kotak yang memuat
nomor, foto dan nama calon; dan

g. pencoblosan menggunakan alat coblos yang telah

disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.

Surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. terdapat tulisan atau coretan tambahan; dan

b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara
sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos

dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan
peralatan e-Voting, penghitungan suara untuk melihat
perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa
dilakukan dengan cara:

a. menampilkan hasil pemungutan suara dengan
menggunakan media elektronik setelah pemungutan
suara selesai; dan

b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung
jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh saksi
dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara

penghitungan.
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c. apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara
pemungutan suara dengan hasil cetak alat e-Voting, maka:
1. penghitungan dinyatakan sah apabila  hasil
penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara
lebih banyak atau sama dengan struk/print out suara

hasil cetak alat e-Voting; dan
2. penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil
penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara
lebih sedikit dari struk/print out suara hasil cetak alat

e-Voting.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah
diumumkan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan
secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara

yang mudah dilihat oleh para Pemilih.

Pasal 69

Setelah rapat penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan

dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan menyusun, menghitung

dan memisahkan:

a.

surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan
sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan
karet gelang dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan

surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan
tidak sah, diikat dengan karet gelang dan dimasukkan ke

dalam sampul kertas.

Pasal 70

Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil pemungutan
dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris Panitia Pemilihan, serta saksi yang hadir.

Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan

penghitungan suara.
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Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.

Pasal 71

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak.

Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan hasil penghitungan suara.

Pasal 72

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala
Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari
1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada

tempat pemungutan suara dengan jumlah Pemilih terbanyak.

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala
Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1
(satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan

jumlah Pemilih terbesar.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan
Pasal 73

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan
suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD

paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
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Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD

tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan Calon Kepala
Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD
menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala

Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.

Penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala

Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi

dengan:

a. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa
terpilih;

b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;

c. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat
pemungutan suara; dan

d. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa

terpilih.

Dalam hal BPD tidak mengajukan usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan kepada Bupati
untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa

terpilih.

Pasal 74

Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima

usulan BPD atau Camat.

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa
terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

terpilih.
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Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 75

Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran

pendapatan dan belanja Desa.

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan
tahapan persiapan, tahapan pencalonan dan tahapan

penetapan.

Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara,
terdiri atas:

a. konsumsi;

b. sewa tenda, meja, kursi, sound system;

c. pembuatan tempat pemungutan suara; dan

d

pengamanan di tempat pemungutan suara.

Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa
dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan

Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Biaya Pemilihan dari anggaran pendapatan dan belanja
Daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang kebutuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.

Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya

Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya Pemilihan Kepala

Desa dari Calon Kepala Desa.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
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Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 76

Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa
diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat

kekeluargaan.

Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran
yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa
disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga)

hari setelah penghitungan suara.

Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan,

penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.

Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan,
penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari.

Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada
pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 77

Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan

hasil Pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

a.

mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui
musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud

pada huruf a Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat.
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Paragraf 3
Penyelesaian Perselisihan Oleh Camat
Pasal 78

Camat sebagai unsur tim pemantau Pemilihan kecamatan
memfasilitasi penyelesaian perselisinan hasil Pemilihan

Kepala Desa pada tahap awal.

Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan
hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu
memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada
Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam memfasilitasi penyelesaian  perselisihan  hasil
Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk tim
fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala
Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari unsur forum

koordinasi pimpinan di kecamatan dan unsur kecamatan.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala

Desa oleh Camat dilakukan sebagai berikut:

a. penyerahan berkas laporan perselisinan hasil Pemilihan
Kepala Desa oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan
kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penghitungan suara,;

b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga)
hari sejak diterimanya laporan dari pemohon melalui
Panitia Pemilihan;

c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu
3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal
dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian

sebagaimana dimaksud pada huruf b;



- 61 -

d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan
pertemuan oleh Camat;

e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari
setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;

f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk
musyawarah dan mufakat; dan

g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa
paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang

berselisih dipertemukan.

Pasal 79

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisin untuk
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (4) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam
berita acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala

Desa secara musyawarah dan mufakat.

Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan

Kepala Desa.

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (4) huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat
melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan

Kabupaten.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat

dalam musyawarah.
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Paragraf 4

Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 80

Proses dan tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil

Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten,

sebagai berikut:

a.

berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan
pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh
dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen
perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
sejak diterimanya laporan dari Camat;

pemanggilan pihak-pihak yang berselisin untuk dilakukan
pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah
pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah
dan mufakat; dan

penyelesaian perselisinan hasil Pemilihan Kepala Desa paling
lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih

dipertemukan.

Pasal 81

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisin untuk
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita
acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa

secara musyawarah dan mufakat.

Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan

Kepala Desa.

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisin untuk
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia
Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan

rekomendasi kepada Bupati.

Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak

tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 82

Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-
turut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan

para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.

Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-
turut secara secara tertulis dan sah tidak hadir dalam
pertemuan para pihak, maka:

a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui ketua
Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil
Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan

b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada
Bupati bagi perselisinan hasil Pemilihan Kepala Desa yang

tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 83

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh

Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

a.

telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1); dan
Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan

atau rekomendasi kepada Bupati.
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Pasal 84

Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Kepala

Desa dinyatakan gugur apabila:

a. pemohon meninggal dunia;

b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan
pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan
secara tertulis dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum
dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil
Pemilihan Kepala Desa; dan

d. pemohon mencabut laporannya.

Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon
meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau
termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum
dilaksanakannya proses penyelesaian perselisinan hasil
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam berita acara

gugurnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon
mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dituangkan dalam berita acara pencabutan laporan

perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa
melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang
berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka
proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa
tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak

yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Pasal 85

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan,

pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta

penetapan kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar
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Pemilih tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 86

Selain Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan Pemilihan

Kepala Desa Antarwaktu.

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan apabila Kepala Desa hasil
Pemilihan Kepala Desa serentak berhenti dengan sisa masa

jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala
Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terpilihnya Kepala

Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui

Musyawarah Desa.

Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara

BPD dengan Panitia Pemilihan.

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui
Musyawarah Desa tidak dapat menetapkan Kepala Desa
terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya
ditunda dan diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa

serentak gelombang berikutnya.
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Pasal 87

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan melalui

tahapan:

a. persiapan; dan

b. pelaksanaan.

Pasal 88

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan

dan pelaksanaan tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tapahan Persiapan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 89

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima

(2)

belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.

Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa serentak berlaku juga untuk pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:

a.

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan  mengendalikan semua  tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
melakukan pendaftaran  dan penetapan Peserta
Musyawarah Desa;

melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa;

melakukan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi

persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
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f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi
persyaratan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak
mengikuti Musyawarah Desa;

g. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang
berhak mengikuti Musyawarah Desa;

h. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;

i. mempersiapkan dan menyampaikan undangan
Musyawarah Desa;

J.  memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa;

k. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa;

I. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Desa; dan

m. melaporlan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 90

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu, Bupati membentuk tim pemantau kabupaten

dan kecamatan.

Tim pemantau kabupaten dan kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah
terkait dan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan
dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Program, Kegiatan, Dan Biaya
Pasal 91

Ketentuan mengenai penyusunan program, kegiatan dan biaya

pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk

penyusunan program, kegiatan dan biaya pada Pemilihan Kepala

Desa Antarwaktu.
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Paragraf 3
Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Desa
Pasal 92

(1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu, penduduk Desa harus terdaftar sebagai

peserta Musyawarah Desa .

(2) Untuk dapat didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa,
penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:

a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara,;
nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/Zingatannya,;

d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap; dan

e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu

tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Peserta Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
a. unsur Pemerintah Desa;
b. unsur BPD;
c. Calon Kepala Desa ; dan
d. unsur masyarakat, antara lain:
a. tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidik;

perwakilan kelompok tani;

- ® oo T

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

J @

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
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Panitia Pemilihan didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa .

Jumlah  perwakilan unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara BPD dengan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan

kemampuan keuangan Desa.

Pasal 93

Panitia Pemilihan melakukan pendataan calon Peserta
Musyawarah Desa berdasarkan unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92.

Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar peserta

Musyawarah Desa sementara.

Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

berita acara.

Daftar peserta Musyawarah Desa sementara diumumkan
selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat-tempat

strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

masyarakat atau peserta dapat mengajukan usulan

pergantian peserta dengan memberikan informasi yang

meliputi:

a. peserta yang terdaftar sudah meninggal dunia,;

b. peserta sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. peserta yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai peserta Musyawarah Desa; atau

d. peserta yang sudah terdaftar mengusulkan digantikan

orang lain yang memenuhi persyaratan.

Apabila usulan pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan
daftar peserta Musyawarah Desa dan dituangkan dalam

berita acara.
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Panitia Pemilihan menetapkan daftar peserta Musyawarah
Desa berdasarkan daftar peserta Musyawarah Desa
sementara ditambah daftar peserta Musyawarah Desa hasil

perubahan.

Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa dilakukan oleh
ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang

dihadiri oleh Calon Kepala Desa .

Apabila pada saat penetapan daftar peserta Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon Kepala Desa
berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan

dilengkapi surat kuasa.

Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara

penetapan daftar peserta Musyawarah Desa.

Panitia Pemilihan mengumumkan daftar peserta Musyawarah
Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah

dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 4
Persyaratan
Pasal 94

Ketentuan mengenai persyaratan Calon Kepala Desa pada

Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk persyaratan

Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

(1)

(2)

Paragraf 5
Penjaringan
Pasal 95

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama
15 (lima belas) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya

pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .

Ketentuan mengenai pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk
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pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala

Desa Antarwaktu.

Pasal 96

(1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (1) berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua)
orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia
Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15

(lima belas) hari.

(2) Ketentuan mengenai perpanjangan waktu pendaftaran Bakal
Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak
berlaku juga untuk perpanjangan waktu pendaftaran Bakal

Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 6
Penyaringan
Pasal 97

Ketentuan mengenai penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk
penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala

Desa Antarwaktu.

Pasal 98

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa
antarwaktu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua)
orang dan paling banyak 3 (tiga) orang sebagai Calon Kepala Desa

yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 99

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh)

hari.
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Ketentuan mengenai perperpanjangan waktu pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang
dari 2 (dua) pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku
secara juga untuk perperpanjangan waktu pendaftaran Bakal
Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2

(dua) pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 100

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Panitia

Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Ketentuan mengenai seleksi tambahan pada Pemilihan Kepala
Desa serentak berlaku secara juga untuk seleksi tambahan

pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 101

Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala
Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia

Pemilihan.

Ketentuan mengenai penetapan Calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa serentak
berlaku secara juga untuk penetapan Calon Kepala Desa
yang memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa

Antarwaktu.

Paragraf 7
Pengundian Nomor Urut
Pasal 102

Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling
lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa

yang berhak mengikuti Musyawarah Desa.
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Ketentuan mengenai pengundian nomor urut pada Pemilihan
Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk pengundian

nomor urut pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 103

Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak
mengikuti Musyawarah Desa; dan

b. dilakukan pengundian nomor urut.

Ketentuan mengenai Calon Kepala Desa yang mengundurkan
diri pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk
Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada Pemilihan

Kepala Desa Antarwaktu.

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan
diri dan Calon Kepala Desa yang tersisa hanya 1 (satu) orang
Calon Kepala Desa, maka pelaksanaan Musyawarah Desa

tetap dilanjutkan.

Paragraf 8
Persiapan Musyawarah Desa
Pasal 104
Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat dan

sarana/prasarna pendukung Musyawarah Desa.

Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gedung balai Desa,
gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga
Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa atau tempat

lainnya yang layak.

Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di

wilayah Desa.

Sarana/prasana pendukung Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsumsi dan alat
konsumsi, mejaZkursi, tenda, pengeras suara, papan tulis,
Alat Tulis Kantor (ATK).
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Pasal 105

Paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan
Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat

undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa .

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh ketua BPD dan dibubuhi stempel BPD.

Ketentuan mengenai penyampaian surat undangan pada
Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk
penyampaian surat undangan pada Pemilihan Kepala Desa

Antarwaktu.
Pasal 106

Selain undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Panitia Pemilihan

dapat menyampaikan undangan tidak resmi.

Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan pengumuman secara terbuka melalui
media komunikasi yang ada di Desa, seperti:

a. papan pengumuman;

b. pengeras suara di masjid;

c. pesan singkat melalui telepon seluler;
d. surat elektronik (e-mail);

e. atau situs laman (website) Desa.

Pasal 107

(1) Undangan Musyawarah Desa adalah:

a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam
Musyawarah Desa atas undangan ketua BPD, seperti : tim
pemantau dari kabupaten atau kecamatan; dan

b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah
Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) tetapi tidak terdaftar sebagai

peserta.
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Undangan dapat menyampaikan pendapat dalam
Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah
Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan

keputusan Musyawarah Desa.

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam

Musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.

Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak
bicara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan

perkataan maupun perbuatan.

Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam

Musyawarah Desa melalui Panitia Pemilihan.
Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
Undangan dan wartawan menempati tempat yang disediakan.

Undangan, peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib

Musyawarah Desa.

Pasal 108

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah

Desa, panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.

Penyiapan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. semua surat suara ditandatangani dan diberi cap stempel
Panitia Pemilihan;

b. surat suara yang disiapkan sebanyak jumlah Peserta
Musyawarah Desa ditambah surat suara cadangan
sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah
Peserta Musyawarah Desa;

C. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam amplop
besar kemudian dimasukkan pada kotak suara, dikunci
dan disegel; dan

d. kotak suara disimpan di kantor Desa atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin

keamanannya.
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Pasal 109

Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat

pelaksanaan Musyawarah Desa.

Saksi berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dilengkapi

dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.

Ketentuan mengenai Saksi Calon Kepala Desa pada Pemilihan
Kepala Desa serentak berlaku juga untuk Saksi Calon Kepala

Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 110

Pada saat Musyawarah Desa, Calon Kepala Desa wajib
berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia

Pemilihan.

Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka
pencalonannya dinyatakan gugur dan Musyawarah Desa

dilanjutkan dengan diikuti Calon Kepala Desa yang ada.

Pasal 111

BPD, Penjabat Kepala Desa, dan perangkat Desa wajib hadir

dalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

Dalam hal BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa
berhalangan hadir, harus memberitahukan

ketidakhadirannya secara tertulis dengan alasan yang benar.

Ketidakhadiran BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat
Desa diinformasikan secara terbuka kepada Peserta

Musyawarah Desa.
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Pasal 112

Peserta Musyawarah Desa wajib membawa surat undangan

pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.

Surat undangan diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk
dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan

kehadiran.

Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa
peserta, Panitia Pemilihan dapat meneliti kartu tanda
penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang

bersangkutan.

(4) Apabila surat undangan hilang atau rusak yang

bersangkutan dapat tetap mengikuti Musyawarah Desa
sepanjang telah terdaftar dalam daftar Peserta Musyawarah
Desa dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau

identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.

Pasal 113

Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.

Ketua Panitia Pemilihan bertindak selaku pemandu acara

Musyawarah Desa.

Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa
berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat

digantikan oleh wakil ketua.

Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir,
posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh
sekretaris BPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa
Pasal 114

Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan

Musyawarah Desa sesuai jadwal pada surat undangan



- 78 -

dengan ketentuan daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3
(dua per tiga) dari jumlah undangan yang ditetapkan sebagai

Peserta Musyawarah Desa.

Apabila jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan
telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan
batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa,
maka  pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan

pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.

Jika pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah berakhir dan Peserta Musyawarah Desa yang hadir
belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan Musyawarah
Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau
pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur
pendamping Desa yang hadir seperti tim pemantau

kabupaten dan kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu untuk
mengadakan Musyawarah Desa berikutnya paling lama 3

(tiga) hari setelah waktu Musyawarah Desa pertama.

Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa
yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai
ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan
kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang

ada.

Pasal 115

Pimpinan Musyawarah Desa membuka dan menyatakan
bahwa Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala

Desa Antarwaktu dimulai dan dibuka.

Setelah pernyataan dimulai dan dibuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa
mempersilahkan ketua Panitia Pemilihan membacakan

susunan acara Musyawarah Desa.
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(3) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a.

pembukaan acara Musyawarah Desa oleh pimpinan
Musyawarah Desa;

penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa yang
berhak mengikuti Musyawarah Desa, yang dipandu oleh
pimpinan Musyawarah Desa,;

penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi
masing-masing Calon Kepala Desa atau tanya jawab, yang
dipandu oleh pimpinan Musyawarah Desa;

pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti
Musyawarah Desa menjadi Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih Musyawarah Desa oleh pimpinan
Musyawarah Desa,;

penjelasan mekanisme Pemilihan Kepala Desa melalui
pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan;
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara,
yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;

pembuatan berita acara Pemilihan Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan;

pembacaan berita acara Pemilihan Kepala Desa dan
pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan
Musyawarah Desa;

penandatanganan berita acara oleh pimpinan
Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, Penjabat Kepala
Desa dan 1 (satu) orang perwakilan Peserta Musyawarah
Desa; dan

penutupan acara Musyawarah Desa oleh pimpinan

Musyawarah Desa.

Peserta Musyawarah Desa dapat mengajukan keberatan dan

usulan perbaikan terhadap susunan acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) telah disetujui oleh Peserta Musyawarah Desa, maka

Musyawarah Desa dilanjutkan oleh pimpinan Musyawarah

Desa.
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Pasal 116

Setelah pembacaan susunan acara, pimpinan Musyawarah
Desa meminta Calon Kepala Desa sesuai nomor urut untuk
menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala

Desa.

Pimpinan Musyawarah Desa menetapkan alokasi waktu yang
sama untuk masing-masing Calon Kepala Desa dalam

penyampaian visi dan misi.

Panitia Pemilihan menyediakan peralatan yang dibutuhkan

oleh Calon Kepala Desa dalam penyampaian visi dan misi.

Pasal 117

Setelah penyampaian visi dan misi oleh semua Calon Kepala
Desa selesai, pimpinan Musyawarah Desa meminta Peserta
Musyawarah Desa untuk menyampaikan pandangan
terhadap visi dan misi masing-masing Calon Kepala Desa

atau tanya jawab.

Pimpinan Musyawarah Desa dapat membatasi alokasi waktu
penyampaian pandangan terhadap visi dan misi masing-

masing Calon Kepala Desa atau tanya jawab sesuai kondisi.

Peserta yang menyampaikan pandangan atau tanya jawab
tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan,
menggunakan kata-kata yang tidak layak, menghina Calon
Kepala Desa, melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban acara musyawarah atau menganjurkan peserta
lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum.

Apabila peserta menurut pendapat pimpinan Musyawarah
Desa menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan oleh
pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta

supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
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Dalam hal peserta tidak memenuhi peringatan sebagaimana
dimaksud pda ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa melarang

peserta meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
masih juga tidak diindahkan oleh peserta, pimpinan
Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan

meninggalkan ruangan Musyawarah Desa.

Dalam hal peserta tersebut tidak mengindahkan permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta tersebut
dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas

perintah pimpinan Musyawarah Desa.

Apabila penyampaian visi dan misi telah selesai dan akan
dimulai Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan
mempersilahkan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
yang berada diluar atau disekitar ruangan Musyawarah Desa
untuk kembali memasuki ruang Musyawarah Desa dan

berhak menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
bersedia memasuki ruang Musyawarah Desa yang
mengakibatkan ketentuan kuorum tidak terpenuhi, maka

Pemilihan tetap dilaksanakan oleh peserta yang ada.

Pasal 118

Setelah penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dan
penyampaian pandangan atau tanya jawab selesai, pimpinan
Musyawarah Desa meminta persetujuan Peserta Musyawarah
Desa untuk menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa
yang berhak mengikuti Musyawarah Desa yang telah
menyampaikan visi dan misi menjadi Calon Kepala Desa

yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Keberatan peserta terhadap visi dan misi Calon Kepala Desa
tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Kepala

Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
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Terhadap keberatan peserta, disampaikan kepada pimpinan
Musyawarah Desa dan dibacakan sebagai catatan untuk
diperhatikan apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

dalam Musyawarah Desa terpilih sebagai Kepala Desa.

Pimpinan Musyawarah Desa menetapkan dan membacakan
nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam

Musyawarah Desa sesuai homor urut.

Pasal 119

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata
tertib Musyawarah Desa tetap dipatuhi oleh undangan,

peninjau dan wartawan.

Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan,
peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban
Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan
apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan
dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas

perintah pimpinan Musyawarah Desa.

Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda
acara Musyawarah Desa apabila terjadi peristiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Lamanya penundaan acara Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh

empat) jam.

Pasal 120

Setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa memerintahkan

ketua Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

melakukan kegiatan:
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a. pengecekan kesiapan Panitia Pemilihan, Calon Kepala
Desa , saksi serta Peserta Musyawarah Desa;

b. penjelasan tata cara pemungutan suara dan
penghitungan suara,;

c. penghitungan secara langsung jumlah peserta
Musyawarah Desa yang masih berada di tempat; dan

d. penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa yang

dituangkan dalam berita acara.

Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap
telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya pemungutan

suara.

Dalam hal berita acara jumlah Peserta Musyawarah Desa
telah ditetapkan, terdapat Peserta Musyawarah Desa yang
meninggalkan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang kembali dan meminta diikutkan sebagai Peserta
Musyawarah Desa, maka Panitia Pemilihan berhak menolak

memberikan hak memilih.

Pasal 121

Panitia Pemilihan menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara
kepada peserta untuk diisi dengan menulis nama Calon
Kepala Desa dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa

pilihannya.

Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, Pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia

Pemilihan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua

Panitia Pemilihan.

Ketua Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya
1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru
dicoblos tersebut dalam berita acara pemungutan dan

penghitungan suara.
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Pasal 122

Peserta Musyawarah Desa yang telah menerima surat suara

melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. menulis nama dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa
yang dipilih; dan

b. memasukkan surat suara yang telah ditulis ke dalam

kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Peserta Musyawarah Desa memberikan suaranya hanya

kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa.

Penulisan nama dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa
yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tanpa mencantumkan nama dan/atau tanda tangan pemberi

suara.

Pasal 123

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah

pemungutan suara dinyatakan selesai.

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan
cara mengambil satu demi satu lembar surat suara dari kotak
suara dan menyebutkan secara tegas dan jelas nama Calon
Kepala Desa dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa yang

tertulis pada surat suara.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap
Calon Kepala Desa dapat menyaksikan secara jelas

penghitungan suara.

Calon Kepala Desa melalui saksi dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diterima panitia Pemilih,
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seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan

suara.

Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, suara
sah dan suara tidak sah dicatat oleh Panitia Pemilihan pada
papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga

dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan peserta yang hadir.

Pasal 124

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. pada surat suara terdapat tulisan nama Calon Kepala
Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan;

b. pada surat suara terdapat tulisan nomor urut Calon
Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan;
atau

c. pada surat suara terdapat tulisan nama Calon Kepala
Desa, nomor urut Calon Kepala Desa, tanda tangan dan

stempel Panitia Pemilihan.

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah

apabila:

a. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel
Panitia Pemilihan, tetapi terdapat tulisan nama Calon
Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon Kepala
Desa;

b. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel
Panitia Pemilihan dan tidak terdapat tulisan nama Calon
Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon Kepala
Desa ; atau

c. pada surat suara terdapat tanda tangan dan stempel
Panitia Pemilihan, tetapi tidak terdapat tulisan nama
Calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon

Kepala Desa .
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Pasal 125

Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara
terbanyak yang sama, untuk menentukan Calon Kepala Desa
terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2
(dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama

diumumkan.

Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat
perolehan suara yang sama lebih dari 1 (satu) orang Calon
Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan
melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti Calon
Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama sampai

diperoleh Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 3
Penetapan
Pasal 126

Berdasarkan hasil perolehan suara, Panitia Pemilihan

membuat berita acara Musyawarah Desa.

Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh ketua Panitia Pemilihan disampaikan kepada

pimpinan Musyawarah Desa.

Pimpinan Musyawarah Desa membacakan berita acara
Pemilihan Kepala Desa dan meminta pendapat Peserta
Musyawarah Desa untuk pengesahan Calon Kepala Desa

terpilih.

Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan
berita acara Pemilihan Kepala Desa oleh pimpinan
Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, Penjabat Kepala Desa,
saksi dan 1 (satu) orang perwakilan Peserta Musyawarah

Desa.

Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak ditandatangani saksi dan/atau perwakilan Peserta
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Musyawarah Desa tidak mengurangi keabsahan suara hasil

penghitungan suara.

Paragraf 4
Pengesahan Dan Pengangkatan
Pasal 127

Ketentuan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk

pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 128

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
kebutuhan pada pelaksanaan tahapan tahapan persiapan

dan tahapan pelaksanaan.

Dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dikelola
sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya

Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya Pemilihan Kepala

Desa dari Calon Kepala Desa.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
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Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 129

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan pada Pemilihan

Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyelesaian

perselisihan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

(1)

BAB VI
PELANTIKAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 130

Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati.

Pelantikan Kepala Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari

sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Kepala Desa.
Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.

Dalam hal Bupati berhalangan maka pelantikan Kepala Desa
dilakukan oleh Wakil Bupati.

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan maka
pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan oleh Camat atas

nama Bupati.

Pelantikan Kepala Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat perintah yang

ditetapkan oleh Bupati.

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang
bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan

diluar Desa yang bersangkutan.

Pelantikan Kepala Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa dan unsur

masyarakat lainnya.
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Pasal 131

Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa dilakukan

sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata

sebagai berikut:

a. bagi penganut agama Islam “demi Allah, saya
bersumpah”;

b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “saya berjanji” dan
diakhiri “semoga Tuhan menolong saya”;
bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;

d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi

Budha saya berjanji”.

Sumpah/janji jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa
saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelantikan
Pasal 132

Susunan acara pelantikan Kepala Desa meliputi:

a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,;

b. pembacaan Keputusan Bupati;

Cc. pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh
Bupati;

d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji
jabatan;

e. penyerahan Keputusan Bupati kepada Kepala Desa yang
dilantik;
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kata-kata pelantikan oleh Bupati;
g. penandatanganan pakta integritas;
h. sambutan Bupati;

i. pembacaan do’a; dan

J. penutupan.

(2) Susunan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al-
Qur'an atau kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal

dan sosial budaya Desa setempat.

Pasal 133

(1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.

(2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. Bupati yang melantik berdiri menghadap Kepala Desa
yang akan dilantik; dan
b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau

sebelah kiri Kepala Desa yang akan dilantik.
Pasal 134

(1) Bupati yang melantik menggunakan pakaian dinas upacara
besar atau pakaian sipil lengkap berwarna gelap dengan peci

nasional.

(2) Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas

upacara besar.

(3) Undangan pelantikan Kepala Desa menggunakan pakaian

batik dan/atau bebas rapi.
Pasal 135

(1) Perlengkapan acara pelantikan Kepala Desa paling sedikit

terdiri dari:

a. lambang Negara;
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b. bendera Merah Putih;
gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; dan
d. spanduk pelantikan dengan ukuran dan bentuk

menyesuaikan tempat pelantikan.

(2) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Kepala Desa,
dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh perangkat

Daerah dan kecamatan.

Pasal 136

Format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan
sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan
sumpah/janji jabatan Kepala Desa dan pakta integritas
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
Pasal 137

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala

Desa.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah

terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa
setelah penyerahan Keputusan Bupati kepada Kepala Desa
yang dilantik bersamaan dengan menyerahkan memori serah

terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling kurang terdiri atas:
a. pendahuluan;

b. jenis program dan kegiatan;
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c. program dan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang
dilaksanakan, dan belum dilaksanakan; dan

d. hambatan yang dihadapi.

Sekretaris Desa memfasilitasi penyusunan memori serah
terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila
pejabat yang digantikan meninggal dunia atau berhalangan

tetap.

Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diserahkan oleh Camat melalui sekretaris Desa
setelah pelantikan Kepala Desa sebagai bahan pelaksanaan

tugas oleh Kepala Desa yang baru dilantik.

Bagian Keempat
Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal 138

Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa,
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri
sipil.

Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tetap dibayarkan oleh instansi induknya.

Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak
mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat
dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa tidak

diberikan:

a. penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
(ADD); dan

b. tunjangan serupa yang sudah diterima sebagai pegawai

negeri sipil.
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Kecuali tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa
diberikan penerimaan lainnya yang sah dan/atau tunjangan

lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pegawai negeri sipil yang telah selesai melaksanakan
tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi

induknya berdasarkan Keputusan Bupati.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau

fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

(1)

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 139

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa

melalui persetujuan BPD, karena:

a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
register perkara di pengadilan;

b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan

c. tertangkap tangan dan ditahan.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati
berdasarkan persetujuan dan usulan BPD melalui Camat,
karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan langsung oleh

Bupati sebagai bentuk sanksi administratif sedang tanpa
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melalui pemberian sanksi administratif ringan berdasarkan

usulan Camat.

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan
usulan BPD melalui Camat setelah diberikan sanksi
administatif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua)
kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh Kepala

Desa.

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati berdasarkan usulan Camat

mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputus bebas atau
tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan
sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa
jabatannya.maka dikembalikan kepada jabatan semula oleh
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan

putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah mencapai usia 60
(enam puluh) tahun, Bupati hanya merehabilitasi nama baik

Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 140

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas
permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:
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berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. terjadi perubahan status Desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu
sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang
menerbitkan dokumen; dan/atau

h. mendapatkan sanksi administratif berat.

Pasal 141

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan
kematian;

b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada Bupati;

c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana
dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan
pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan

d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala
Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan

pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan

pengunduran diri;
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b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada Bupati;

c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana
dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan
pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan

d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala
Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan

pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 142

(1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal
akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan
Kepala Desa; dan

b. dalam hal tanggal akhir masa jabatan Kepala Desa telah
terlampaui dan belum dilakukan pelantikan Kepala Desa
yang baru, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala

Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa
berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati
melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan
dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan
oleh dokter pemerintah;

b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada Bupati;

c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana
dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan
pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan

d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala
Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan

pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d ditetapkan dengan
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Keputusan Bupati setelah diberikan sanksi administratif bagi

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan

melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. dilakukan dengan
ketentuan:

a. BPD mengusulkan  pemberhentian Kepala Desa
berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati
melalui Camat dengan dilampiri:

1. surat teguran administratif ringan dan administratif
sedang yang pernah diberikan oleh Bupati kepada
Kepala Desa;

2. bukti-bukti pelanggaran baru yang dilakukan oleh
Kepala Desa;

b. Bupati berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud
pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala
Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang
dilakukan oleh Kepala Desa;

c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti
melakukan pelanggaran, Bupati memberhentikan Kepala
Desa yang bersangkutan;

d. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti
melakukan pelanggaran, Bupati memberikan sanksi
administratif secara bertahap kepada Kepala Desa yang
bersangkutan; dan

e. dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan Kepala Desa menghadapi krisis kepercayaan
publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala
Desa, BPD dapat menyerahkan proses penyelesaiannya
kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah

berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa
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menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih

menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati tanpa
melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal Kepala Desa diduga menggunakan dokumen
dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat
pencalonan Kepala Desa, masyarakat melalui BPD
mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan keabsahan
dokumen dan/atau keterangan dimaksud;

b. Bupati berdasarkan usul masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan
pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau
keterangan untuk menemukan bukti-bukti pemalsuan
yang dilakukan oleh Kepala Desa; dan

c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Desa
terbukti menggunakan dokumen dan/atau Kketerangan
palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala
Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang
berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Bupati

memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (2) huruf h dilakukan oleh Bupati terhadap
Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan
melanggar larangan sebagai Kepala Desa setelah dikenai
sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, kemudian
dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian
sementara, dan tindakan terakhir dilanjutkan dengan sanksi

administrasi berat berupa pemberhentian.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka Pemilihan, pelantikan dan

pemberhentian Kepala Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

b. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Kepala
Desa;

c. memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian
sementara dan pemberhentian Kepala Desa; dan

d. melakukan fasilitasi pengadaan perlengkapan Pemilihan
Kepala Desa serentak; dan

e. merencanakan, menyusun, dan menganggarkan biaya
Pemilihan Kepala Desa serentak dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
dan
c. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemberhentian

sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
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Trenggalek Tahun 2012 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 145

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL IAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

A. Format Dokumen Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Model 1-CKD
Model 2-CKD

Surat Pernyataan Calon Kepala Desa.

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari
Pengadilan Negeri dan surat keterangan tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
hukum tetap dari Pengadilan Negeri.

Model 3-CKD = Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Model 4-CKD = Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas
Narkoba dari Dokter Pemerintah (Rumah
Sakit Umum Daerah/Puskesmas).

Model 5-CKD = Surat Keterangan Tidak Dalam Status Sebagai
Penjabat Kepala Desa dari Camat.

Model 6-CKD = Surat ljin Tertulis dari Bupati.

Model 7-CKD = Surat Keterangan (Telah Menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pada Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dan
Tidak Pernah Menunggak Kewajiban Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan) dari
Camat.

Model 8-CKD = Surat ljin Tertulis dari Kepala Desa.
Model 9-CKD = Daftar Riwayat Hidup.




MODEL
1-CKD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama PP
NIK PP PPN
Jenis Kelamin E TP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e e /... tahun
Agama P PPN
Pendidikan terakhir E TP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s

Alamat L e et eeeeeeaeaeeeeeaeeaeeeaeaeaeteae et iaas

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan, bahwa Saya:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa,;

bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa,;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara
berturut-turut maupun tidak; dan

tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun

@ ao

horizontal dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.........c....ccccvvvuvennn...

h **k%k

apabila ternyata pernyataan Saya ini tidak benar, Saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..............cceceuveen.... Kecamatan...........cc.ccceeuneee..

Kabupaten Trenggalek Tahun........

Yang Menyatakan:

Materai

tanda tangan
secukupnya

NAMA JELAS

Catatan:
*** Diisi pernyataan tambahan, antara lain:
a. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih (khusus

bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
mencalonkan sebagai Kepala Desa).

b. akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih (khusus bagi Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa).



MODEL
2-CKD
KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor : ...................
Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, menerangkan bahwa:
Nama PP PPN
NIK E TP
Jenis Kelamin E PP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e s /oo tahun

Agama E TP
Pendidikan terakhir P
Pekerjaan P

Alamat L e e e ee e

Berdasarkan penelitian atas perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek,
yang namanya tersebut di atas pada saat ini:

a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan : sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon
Kepala Desa.........ccoceeenvenneennaannn. Kecamatan.........c..cceeevvieennenn... Kabupaten Trenggalek Tahun........

Dikeluarkan di : ......coooeeuiieiiiinnnnen.
pada tanggal ........ccooeiiiiiiiiiiiin,
Catatan:
Format dapat diubah sesuai ketentuan KETUA PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
yang berlaku pada instansi/lembaga
yang bersangkutan.
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS



MODEL
3-CKD

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

NOMOK & .o
Diterangkan bersama ini bahwa:
Nama L e e et eeiteeieeieaeiaeaeaaas
Name
Jenis Kelamin L e et eeeeeaeaeeeeeaeeeeereeaaeteae e,
Sex
Kebangsaan L e et eee e eaeaeeeeeaeaeeereeaaeteae e,
Nationality
Agama L e e et eeiteeieeieaeiaeaeaaas
Religion
Tempat dan tanggal lahir S
Place an date of birth
Tempat Tinggal Sekarang S
Current address
Pekerjaan L e et eee e eaeaeeeeeaeaeeereeaaeteae e,
Occupation
Nomor Kartu Tanda Penduduk L e et eee e eaeaeeeeeaeaeeereeaaeteae e,
Citizens card number
Nomor Paspor/KITAS/KITAP* S
Pasposrt/KITAS/KITAP number
Rumus sidik jari S

Fingerprints formula

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada:

a. Catatan Kepolisian yang ada

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal

apapun

Selama ia berada di INAONESIA Aari & ..o e e e e
Sampai dengan T e et et e e e et e e et ea e ae e

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

Untuk keperluan : sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon Kepala Desa
............................. Kecamatan........................... Kabupaten
Trenggalek Tahun..........
Berlaku dari tanggal T e e e et e e e
Sampai dengan PP
Dikeluarkan di : ......ccooeeiieiiiennnnen.
pada tanggal ........ccooeviiiiiiiiinin,
Catatan:
Format dapat diubah sesuai KEPALA KEPOLISIAN RESORT TRENGGALEK
ketentuan yang berlaku pada
instansi/lembaga yang
bersangkutan. tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS
Pangkat

NRP



MODEL
4-CKD

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : ...l

Yang bertanda tangan di bawah ini (Dokter RSUD dr. Soedomo Trenggalek / Kepala
Puskesmas.........ccoeeveeiinnnen. Kabupaten Trenggalek)***, dengan ini menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa:

Nama PP
NIK P PPN
Jenis Kelamin E TP
Tempat dan tanggal lahir T et et ea et ea e et et e e ae e
Agama P PPN
Pendidikan terakhir E TP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s
Alamat TP

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, yang bersangkutan pada saat ini
dinyatakan : SEHAT / TIDAK SEHAT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai

bukti pemenuhan persyaratan Calon Kepala Desa........cc.cccccuveenneenne.. Kecamatan...........ccoccevveieenennn.
Kabupaten Trenggalek Tahun........
Dikeluarkan di : ......coooeeuiiiiiiennnnen.
pada tanggal ........ccooeviiiiiiiiiiiin,
Catatan:
*** Coret yang tidak perlu. KEPALA ...
Format dapat diubah sesuai ketentuan
yang berlaku pada instansi/lembaga tanda tangan dan stempel

yang bersangkutan.
NAMA JELAS



MODEL
5-CKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
JIn.
SURAT KETERANGAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini Camat............................ Kabupaten Trenggalek, dengan

ini menerangkan bahwa:

Nama PP
NIK P PPN
Jenis Kelamin E TP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e e /... tahun
Agama P PPN
Pendidikan terakhir E TP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s
Alamat TP

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa nama tersebut di atas TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA
DESA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa......c..cccoccovieiiiiiiennnnns. Kecamatan........c..ccocceeveuneenennn..
Kabupaten Trenggalek Tahun........

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.



MODEL
6-CKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Ahmad Yani No. 1 Trenggalek Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK

SURAT IJIN
NOMOR: ..o,

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Trenggalek, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama PP
NIK P PPN
Jenis Kelamin E TP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e e /oo tahun
Agama P PPN
Pendidikan terakhir TP PP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s
Alamat TP

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa nama tersebut di atas benar berstatus sebagai Kepala Desa....................c.c...... dan
akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.

Sehubungan dengan pencalonan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa
................................. Periode .............................., dengan ini diberikan ijin untuk mencalonkan
kembali sebagai Kepala Desa dengan ketentuan: harus melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat Calon Kepala DeSa......cccccoovviieiiieeniennnen. Kecamatan........cc.cccoevveuneennenn...
Kabupaten Trenggalek Tahun........

An. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS

Pangkat
NIP.



MODEL
7-CKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
JIn.
SURAT KETERANGAN
NOMOR : ...,
Yang bertanda tangan di bawah ini Camat...............c............ Kabupaten Trenggalek, dengan
ini menerangkan bahwa:
Nama PP
NIK P PPN
Jenis Kelamin H TP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e e /... tahun
Agama P PPN
Pendidikan terakhir E TP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s
Alamat TP

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa nama tersebut di atas:

1. TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA
AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI.

2. TIDAK PERNAH MENUNGGAK KEWAJIBAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa......c..ccccccovveiiiiiiennnnns. Kecamatan...........ccccceeveuneennennn..
Kabupaten Trenggalek Tahun........

CAMAT ...t

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.



MODEL
8-CKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...,

SURAT IJIN
NOMOR : ..o,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa.......c.c.cccccvevunenn.. Kecamatan......................
Kabupaten Trenggalek, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama PP
NIK P PPN
Jenis Kelamin E TP
Tempat dan tanggal lahir (umur) e e /... tahun
Agama P PPN
Pendidikan terakhir H TP
Pekerjaan T e et et e e et eeen et e e ae s
Alamat TP

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Perangkat Desa, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa nama tersebut di atas benar berstatus sebagai Perangkat Desa................c.coc.v. ...
dengan jabatan ... dan akan mencalonkan sebagai Kepala Desa.

Sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa .................c.........
Periode .......ccccooviiiiiiiiinnnn. , dengan ini diberikan ijin untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa
dengan ketentuan: harus melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai

bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa......c..cccccovveiiiiiiinnnann. Kecamatan........c..ccooceeveuneennennne.
Kabupaten Trenggalek Tahun........

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS



VI.
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MODEL
9-CKD
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1. Nama Lengkap

2. Tempat Lahir

3. Tanggal Lahir

4. Jenis Kelamin

5. Agama

6. Status Perkawinan

7. Alamat

8. RT / RW

9. Dusun

10. Desa

11. Kecamatan

12. Tinggi Badan

13. Berat Badan

14. Rambut

15. Bentuk Muka

16. Warna Kulit

17. Ciri-ciri Khas

18. Cacat Tubuh

19. Keterangan

PENDIDIKAN

Dari Tahun s/d Nomor dan tanggal

No Nama dan Alamat Sekolah Tahun ljazah/STTB Keterangan
PENGALAMAN PEKERJAAN

No Jabatan Pekerjaan Dari Tahun s/d Tempat Bekerja Alamat

Tahun
TANDA JASA / PENGHARGAAN
No Piagam / Nama Bl_ntang / Tahun Perolehan Instansi Pemberi Keterangan
Penghargaan Lainnya
KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI
Tempat Tanggal Tanggal .
No Nama Lahir Lahir Menikah Pekerjaan | Keterangan
ANAK-ANAK
. . Tanggal
No Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir Menikah Keterangan




VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG
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VIILI.

. . Tanggal
No Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir Menikah Keterangan
BAPAK DAN IBU MERTUA
. . Tanggal
No Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir Menikah Keterangan
IX. SAUDARA KANDUNG
. . Tanggal
No Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir Menikah Keterangan
X. ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI
Kedudukan . Nama
N Dari Tahun o
No Nama Organisasi dalam Tempat Pimpinan
L s/d Tahun L
Organisasi Organisasi

KETERANGAN LAIN-LAIN :

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia
menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Catatan:

Yang Menyatakan:

secukupnya

Materai

tanda tangan

NAMA JELAS

1. Harap ditulis dengan tangan sendiri, dengan huruf cetak dan tinta hitam
2. Jika ada yang salah harus dicoret yang dicoret tersebut harus terbaca kemudian yang benar
dituliskan atau di bawahnya dan diparaf.
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B. Format Dokumen pada Tahapan Persiapan

Model A1-PKD

Model A2-PKD

Model A3-PKD

Model A4-PKD

Model A5-PKD

Model A6-PKD

Model A7-PKD

Model A8-PKD

Model A9-PKD

Model A10-PKD

Model A10.1-PKD

Model A10.2-PKD

Model A10.3-PKD

Model A11-PKD

Model A11.1-PKD
Model A11.2-PKD
Model A12-PKD

Model A12.1-PKD
Model A12.2-PKD
Model A12.3-PKD

Model A12.4-PKD
Model A13-PKD

Surat BPD perihal Pemberitahuan akhir
Masa Jabatan Kepala Desa.

Surat Undangan Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

Keputusan BPD tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Laporan BPD kepada Bupati perihal hasil

pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa.
Surat Undangan Penyusunan  Jadwal

Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Penyusunan Program, Kegiatan,
dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala
Desa.

Berita Acara Pendaftaran, Pemuktakhiran

dan Validasi Data Pemilih.

Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih

Tambahan.

Berita Acara Penetapan dan Pengesahan
Daftar Pemilih Tetap.

Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih
Tambahan-1 (pada saat pemungutan suara).

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tambahan.

Daftar Pemilih Tetap.

Daftar Pemilih Tambahan-1
pemungutan suara).

(pada saat

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

Surat Undangan Penetapan dan Pengesahan
Daftar Pemilih Tetap.
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MODEL
Al1-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o,

Nomor D e /BPD/.......... Kepada :

Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa .......cc.c..........
Lampiran : - di-

Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan L

Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015

tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa:

Pasal 5
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa
jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan;

b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan

dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa jabatan Sdr. Kepala Desa.........cc.cccceeunvennennn. Kecamatan.........................
akan berakhir pada tanggal ................cocooiiL sesuai dengan Keputusan Bupati
Trenggalek Nomor.............ccoceveie i tanggal...........cooeiienn .

2. Bahwa mengacu pada tanggal berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, BPD akan segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan akhir masa
jabatan Kepala Desa ini.

3. Dimohon kesediaannya untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala
Desa, termasuk pembiayaan yang bersumber dari APBDesa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan

terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
Ketua,
tanda tangan dan stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek.
2. Bpk. Camat .....ccccoeenvennenn...
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MODEL
A2-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor e /BPD/.......... Kepada

Lampiran : - Yth. 1. Camat ..coocovvnieiiiiiiiieee e

Sifat : Segera 2. Kepala Desa .....coevuveeiviiiiiaiiiiiieeeeanne

Perihal : UNDANGAN 3. Pimpinan dan Anggota BPD ................
4. Para Ketua/Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan di Desa.....................
Para Tokoh Masyarakat Desa...............
di -

o

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan
Kepala Desa Serentak di .....ccoccovviiiiiiiiiiinnien. Tahun ......... perlu dilakukan
pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/lbu untuk
hadir pada:

Hari PP PP
Tanggal &
Pukul P PP PTPI
Tempat S PP
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..................

Catatan : Sdr. Kepala Desa agar menghadirkan seluruh Perangkat Desa
............................ termasuk Ketua RT dan RW.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Bpk. Bupati Trenggalek.
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MODEL
A3-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ooiiiiiiiiieaen.
Nomor : ......... -BA/Kep/BPD/ ............
Pada hari ini, ........... tanggal ... bulan .............. Tahun
................................ , BPD Desa.............ccuneennn..........telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Camat ..............c......oooeeee. , Ketua dan anggota BPD,

Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur Tokoh
Masyarakat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa
kesepakatan antara lain:

1. Disepakati bahwa susunan kepanitiaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
a. Ketua s
b. Sekretaris e
c. Seksi-seksi***:

1) Ketua SeKSi.......ceeuveenienneannnnn. e
Anggota S PP
2. dst
2) Ketua SekSi...........ccecveunnne. dst.

2. Pada akhir rapat, Ketua/Pimpinan BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
terpilih agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan setelah diangkat dan dilantik sebagai Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tahun........

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......cocoiiiiiiianeans
Ketua,
Tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS
Catatan:

*** (Jumlah Seksi dan Anggota Seksi ditetapkan sesuai kebutuhan).
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MODEL
A4-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,
Nomor : ...................l.

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......c.ccoveneen.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..o ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal xx Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx
Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa ................... ;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
4);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan,
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun xxxx

Nomor xx);

15. Peraturan Desa ..........c.ceeiiinennnt Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ......................... Tahun Anggaran xxxx (Lembaran
Desa....c.oovevvvennnnn. Tahun xxxx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :
: Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ........cccccoveieeniennn.e. dengan susunan

kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa ini bertugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat dan kepada Kepala Desa;
c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan, dan DPT;
d. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala
Desa;
f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang
mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon
Kepala Desa;
mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS;
. melaksanakan pemungutan suara;
melaksanakan penghitungan suara;
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
penghitungan suara;
menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

_0_33.—_x‘.—'.—'_:r «Q

SosT

: Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..........ccccccoveenneennee. dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan

semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di ......ccoeevviiiiiiiiiiiii,
pada tanggal ........ccooeiiiiiiiii

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...t
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS



LAMPIRAN
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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..o

NOMOR :
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccoviiiien.

SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO

NAMA

JABATAN/ PEKERJAAN/
INSTANSI

JABATAN DALAM
KEPANITIAAN

Ketua

Sekretaris

Ketua SekSi.....ccccuvenenen...

Anggota SekSi.......cc.ccunen...

dst

Ketua SekSi.....c.cccevenenenn..

N O~ WOWIN|RF

Anggota SekSi.......cc.ccuneen...

dst

dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. ...t

KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS
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MODEL
AS5-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : .............. -BA/BPD/............
Pada hari ini ................. tanggal ....oocoiiii bulan ... tahun
....................... ,  Ketua/Pimpinan BPD ............cc..ccceeeeneeeee... telah melantik dan  mengambil

sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, Perangkat
Desa, serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan
sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melantik dan mengambil
Rohaniawan, Sumpah/Janji,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Yang dilantik dan diambil Sumpah/Janji,

Lo, ( )
2. ( )
<R ( )
R ( )
B e ( )
B ( )
72 ( )
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MODEL
A6-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor R /BPD/ ....... Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bapak Bupati Trenggalek
Sifat : Segera melalui Camat ..........cooeeiviiiiiiiii.
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia di-
Pemilihan Kepala Desa s
Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............ccc.c....... , dengan
hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pada hari................. tanggal ......cooeeiiiiii bertempat di Kantor/Balai
DESA \ivuiiiiiieiieeeeeea telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan BPD dan telah dilantik pada

tanggal .......ccoooe i oleh Ketua/Pimpinan BPD.

2. Sebagai bahan kelengkapan administrasi terlampir kami sampaikan antara lain:
a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
b. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

c. Berita Acara Pelantian dan Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..o,
KETUA,
tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Sdr. Kepala Desa.........cc.ccceevneeennee.
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MODEL
A7-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor Do /Pan.Pilkades/...... Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. 1. KepalaDesa ....ccoccovvvnvinieeniieeennen.
Sifat : Segera 2. Ketua BPD ....cooviiiiiiiiiieiieeeeee
Perihal : UNDANGAN 3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa
di -
Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir
pada:
Hari TP
Tanggal .o
Pukul TP
Tempat =
Acara : Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccoiiiiiiiiiiaenns
KETUA,
tanda tangan dan Stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat ..........cceeeneenne.
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MODEL
A8-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : ............. -BA/Pan.Pilkades/............
Pada hari ini, ............... tanggal ................ bulan ..................... Tahun ...ocoooveiiiiiiiiiiin, ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya
Pemilihan Kepala Desa .........cccocvvveenneannenn. yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan anggota

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Rancangan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh
Pemilihan Kepala Desa telah dibahas dan disepakati bersama menjadi Program, Kegiatan, dan
Biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan dibiayai dari APBDesa dan APBD Kabupaten Trenggalek.

Bahwa Rapat telah menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.

3. Bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan di tempat strategis dan diumumkan
secara lisan melalui Ketua RT dan Ketua RT serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah meminta dukungan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD
untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan pembiayaan.

5. Kepala Desa dan Ketua BPD menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan
sebagaimana yang diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...............
KETUA BPD, KEPALA DESA.......ccociiieanenne. , KETUA,
tanda tangan dan stempel tanda tangan dan stempel tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS NAMA JELAS NAMA JELAS
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MODEL
A9-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : .............. /Pan.Pilkades/ ..........
Panitia Pemilihan Kepala Desa .........cc.c......... Kecamatan ...........coceeuenen.. , berdasarkan hasil

Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada tanggal

................. , yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa..................... , sebagai berikut:
WAKTU
NO URAIAN PELAKSANAAN KET
1 Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa
2 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 1-9 Januari
3 Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 1-9 Januari
4 Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa 10-30 Januari 20
5 Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 31 Januari
6 Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa 2 Pebruari 2
7 Pendaftaran Pemilih:
a. Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih 11-21 Januari
b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 22 Januari
c. Pengumuman DPS 23-25 Januari 3
d. Pengajuan Usul Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan 26-28 Januari 3
e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) 29-31 Januari
f. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Pebruari
g. Pengumuman DPT 2 Pebruari
8 Penyampaian DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten 3 Pebruari
9 Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan 4-16 Pebruari
Suara
10 | Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara 10 Pebruari H-7
11 | Kampanye 11 Pebruari H-6
12 | Masa Tenang 17 Pebruari H-3
13 | Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :
a. Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara 17 Pebruari H-3
b. Sortir Surat Suara 17 Pebruari H-3
c. Penyiapan TPS 19 Pebruari H-1
14 | Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 20 Pebruari H
15 | Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD 27 Pebruari H+7
16 | Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD 28 Pebruari
17 | Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan oleh |29 Pebruari - 3 Maret 4
BPD kepada Bupati
18 | Penerbitan  Keputusan Bupati tentang Pengesahan 30
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
19 | Pelantikan Kepala Desa 30
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..o,
KETUA,
tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS
Catatan:

Pengisian tanggal pada Tabel di atas adalah sebagai Contoh, untuk memberikan gambaran
penghitungan alokasi waktu setiap tahapan.
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MODEL
A10-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERITA ACARA
PENDAFTARAN, PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH
Nomor : .............. -BA/Pan.Pilkades/............
Pada hari ini, ......... tanggal .................. bulan .................. Tahun ..ot ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi
data Pemilih yang dimulai pada tanggal............c.cccocoviiiiennann.e. S/ e

Berdasarkan hasil pendaftaran, pemutakhiran dan validasi data Pemilih yang telah dilakukan,
tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut:

1. RT.... RW ..... Dusun ......c.ccceeveennen. sebanyak .......... S ) orang;

2. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... S ) orang;

3. RT... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... S ) orang;

4. RT..... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

5. RT.... RW ..... Dusun .....ccccceeevneennne. sebanyak .......... S ) orang;

6. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

7. RT... RW ..... Dusun .....cccccoveeneennne. sebanyak .......... S ) orang;

8. RT... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

9. RT... RW ..... Dusun ......ccccceeeneennne. sebanyak .......... P ) orang;

10. RT..... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

11. dst.

Jumlah Pemilih Sementara di Desa ..........ccccceveeneennenn. yang terdata serta berhak menggunakan hak
pilih adalah ....... N ) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar

Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga)
hari di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan
tanggapan masyarakat.

Apabila terdapat penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk didata sebagai Pemilih,
namun belum terdaftar sebagai Pemilih, maka dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan
Kepala Desa untuk dicatat pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..o,
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
dst
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MODEL
A10.1-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Nomor : ............. -BA/Pan.Pilkades/............

Pada hari ini, ......... tanggal .................. bulan .................. Tahun ...,
Panitia Pemilinan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan hasil pencatatan yang telah dilakukan, tercatat jumlah Pemilih Tambahan sebagai
berikut:

1. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... S ) orang;

2. RT... RW ..... [DIUE] U] o sebanyak .......... S ) orang;

3. RT... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... S ) orang;

4. RT..... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

5. RT... RW ..... [BIUE] U] o sebanyak .......... S ) orang;

6. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

7. RT... RW ..... (DI E] 0] o [ sebanyak .......... S ) orang;

8. RT.... RW ..... Dusun ......c.ccceeveennen. sebanyak .......... P ) orang;

9. RT... RW ..... Dusun ......cccoceveeneennne. sebanyak .......... P ) orang;

10. RT..... RW ..... [DIUE] U] o sebanyak .......... P ) orang;

11. dst

Jumlah Pemilih Tambahan di Desa .........cc.ccceeuveeneennn. yang tercatat serta berhak menggunakan hak
pilih adalah ....... (e e ) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar

Pemilih Tambahan (DPTambahan).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..o,
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
dst
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MODEL
A10.2-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ..ot ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Calon Kepala Desa yang Berhak
Dipilih/Kuasa Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Berdasarkan hasil Rapat, telah disepakati jumlah Pemilih Tetap sebagai berikut:

1. RT.... RW ..... [DIUE] U] o sebanyak .......... S ) orang;

2. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... S ) orang;

3. RT... RW ..... [DIUE] U] o sebanyak .......... P ) orang;

4. RT..... RW ..... Dusun ......c.ccceeveennen. sebanyak .......... P ) orang;

5. RT.... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

6. RT.... RW ..... [DIUE] U] o sebanyak .......... P ) orang;

7. RT... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

8. RT... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

9. RT.... RW ..... Dusun ......c.ccceeveennen. sebanyak .......... R ) orang;

10. RT ..... RW ..... (DI E] U] o sebanyak .......... P ) orang;

11. dst

Jumlah  Pemilih Tetap di Desa  .cocoociviiiiiiieeneennns yang disepakti adalah .......
S ) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar Pemilih Tetap
(DPT).

Dalam Rapat juga disepakati bahwa apabila terdapat Pemilih yang belum terdaftar pada DPT, dapat
memilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan KTP.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccciiieaans
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
dst

Calon Kepala Desa / Kuasa Calon Kepala Desa,

L e e
2 e
B e e dst
Mengetahui,
KEPALA DESA ..., , KETUA BPD DESA ... ,
tanda tangan dan stempel tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS NAMA JELAS
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MODEL
A10.3-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA

PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1
(pada saat Pemungutan Suara)

NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ... ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melayani dan mencatat Pemilih Tambahan yaitu Penduduk Desa
yang tidak terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana terlampir
dalam DPTambahan-1.

Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Penduduk Desa yang tidak
terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccooiivvinnee.

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

\lmmbwwn—\%

(o}
n
[

Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa,
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MODEL
Al11-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .........cccccooeueenn... , Panitia Pemilihan
Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara yang dimulai
tanggal ......ccooiiiiiiiiiiinn S/A Sehubungan dengan itu, maka bersama ini
diumumkan kepada penduduk Desa...........ccoeeuveuneennnnen. tentang Daftar nama-nama penduduk Desa
................................... yang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk DeSa ......cc.ccooeeveiiiiniiannnnn. telah memenuhi syarat tetapi belum didaftar
sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal
................................ s/d ....cc.cceeeciiiiieiieeeeeeee. untuk didaftar sebagai pemilih dan dimasukkan

kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa
.................................... Kecamatan ................................. dan menjadi bagian yang tak terpisahkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccovvieiiennee.
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
Al11.1-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/

Menindaklanjuti hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal
......................... s/d ......................., Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa
dengan ini diumumkan nama-nama penduduk DeSa ...ccccciiciiiiiiiiiiiiiieenn... Kecamatan

................................ yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa
.................................... Kecamatan ................................. dan menjadi bagian yang tak terpisahkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
Al11.2-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP

Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Menindaklanjuti hasil rapat penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang
dilaksanakan pada tanggal ............ccoevvennean..e. , maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .............ccccuunen...
dengan ini mengumumkan nama-nama penduduk Desa ............cccoceueennn.n. yang telah terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya
berhak menerima Surat Undangan untuk memberikan suara, kemudian pada saat hari Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Desa ........ccooeveiiiiiiiiiiiinieieeennen. agar membawa Surat Panggilan tersebut
untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..o,
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
Al12-PKD
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DUSUN e
DES A KABUPATEN : TRENGGALEK
KECAMATAN 1 e PROVINSI : JAWA TIMUR
Halaman : ..............
STATUS JENIS
NO. NOMOR INDUK NAMA PEMILIH TEMPAT, TANGGAL LAHIR | UMUR | PERKAWINAN KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
URUT KEPENDUDUKAN
(BK/K/J/D) L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH TOTAL e
Catatan: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..ot
Status Perkawinan NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
BK = Belum Kawin 1.
K = Kawin 2.
J/D = Janda / Duda 3.
4.
Jenis Kelamin 5.
L = Laki-laki 6.
P = Perempuan 7
dst
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MODEL
Al12.1-PKD
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DUSUN e
DES A KABUPATEN : TRENGGALEK
KECAMATAN 1 e PROVINSI : JAWA TIMUR
Halaman : ..............
STATUS JENIS
NO. NOMOR INDUK NAMA PEMILIH TEMPAT, TANGGAL LAHIR | UMUR | PERKAWINAN KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
URUT KEPENDUDUKAN
(BK/K/J/D) L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH TOTAL e
Catatan: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...t
Status Perkawinan NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
BK = Belum Kawin 1.
K = Kawin 2.
J/D = Janda / Duda 3.
4.
Jenis Kelamin 5.
L = Laki-laki 6.
P = Perempuan 7
dst
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MODEL
Al12.2-PKD
DAFTAR PEMILIH TETAP
DUSUN e
DESA KABUPATEN : TRENGGALEK
KECAMATAN & e PROVINSI : JAWA TIMUR
Halaman : ..............
STATUS JENIS
NO. NOMOR INDUK NAMA PEMILIH TEMPAT, TANGGAL LAHIR | UMUR | PERKAWINAN KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
URUT KEPENDUDUKAN
(BK/K/J/D) L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH TOTAL e
Catatan: CALON KEPALA DESA / PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ciiiiiiiiiiiieiciieccieaeeiias
Status Perkawinan KUASA CALON KEPALA DESA: NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
BK = Belum Kawin 1.
K = Kawin L s e 2.
J/D = Janda / Duda 3.
2 4.
Jenis Kelamin 5.
L = Laki-laki 3. dst 6.
P = Perempuan 7
dst
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MODEL
A12.3-PKD
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1
(pada saat Pemungutan Suara)
DUSUN PP
DESA PP KABUPATEN : TRENGGALEK
KECAMATAN PP PROVINSI : JAWA TIMUR
Halaman : ..............
STATUS JENIS
NO. NOMOR INDUK NAMA PEMILIH TEMPAT, TANGGAL LAHIR | UMUR | PERKAWINAN KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
URUT KEPENDUDUKAN
(BK/K/J/D) L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH TOTAL e
Catatan: CALON KEPALA DESA / PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....coiiiiiiiiiiiiiciieecieeeeias
Status Perkawinan KUASA CALON KEPALA DESA: NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
BK = Belum Kawin 1.
K = Kawin Lo e e 2.
J/D = Janda / Duda 3.
2 4.
Jenis Kelamin 5.
L = Laki-laki 3. dst 6.
P = Perempuan 7
dst
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MODEL
Al12.4-PKD

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP

DESA e KABUPATEN : TRENGGALEK
KECAMATAN e PROVINSI : JAWA TIMUR

NO. DUSUN JUMLAH PEMILIH TETAP KETERANGAN

dst

JUMLAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

2
o

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Njo oM wIN e

o
n
[

CALON KEPALA DESA / KUASA CALON KEPALA DESA:
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MODEL
A13-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
Lampiran : - Yth. 1. KepalaDesa ....ccoccovvevinieeniennaanennn.
Sifat : Segera 2. Ketua BPD ....cooviiiiiiiiiieiieeeeee
Perihal : UNDANGAN 3. Para Calon Kepala Desa
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
di -

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil
pendataan Daftar Pemilih Sementara, pelaksanaan perbaikan nama dan/atau identitas
lainnya, dan pencatatan Pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan), dengan ini
kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari TP
Tanggal .o
Pukul TP
Tempat =
Acara : Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccoiiiiiiiiieeenns
KETUA,
tanda tangan dan Stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat ..........cceeeneenne.
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C. Format Dokumen pada Tahapan Pencalonan

Model B-CKD
Model B1-PKD
Model B1.1-PKD
Model B1.2-PKD

Model B2-PKD
Model B3-PKD
Model B3.1-PKD

Model B3.2-PKD

Model B4-PKD
Model B5-PKD

Model B6-PKD

Model B7-PKD

Model B8-PKD

Model B9-PKD
Model B10-PKD
Model B11-PKD

Model B12-PKD

Model B13-PKD

Model B14-PKD
Model B15-PKD
Model B16-PKD
Model B17-PKD
Model B18-PKD
Model B19-PKD

Model B20-PKD
Model B21-PKD

Model B22-PKD
Model B23-PKD
Model B24-PKD

Model B25-PKD
Model B26-PKD
Model B27-PKD

Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
(Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang).

Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa.

Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua)
orang).

Laporan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD.

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Instansi berwenang
untuk mendapatkan keterangan keabsahan dokumen.

Berita Acara Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan.

Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
Persyaratan.

Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD.
Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala
Desa yang berhak Dipilih.

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perihal Pengembalian Berkas
Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi Persyaratan.

Surat Undangan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala
Desa.

Berita Acara Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
Naskah Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa.
Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
Surat Undangan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.
Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.

Tata Tertib Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon
Kepala Desa.

Contoh Pengaduan Pelanggaran Kampanye.

Tanggapan Panitia Pemilihan Atas Pengaduan Pelanggaran
Kampanye.

Surat Undangan Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.
Berita Acara Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.

Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
dalam Pemilihan Kepala Desa.

Surat Undangan Pemungutan Suara.
Berita Acara Penyampaian Surat Undangan.
Surat Penugasan Saksi Calon Kepala Desa.
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MODEL
B-CKD

Kepada:
Yth.
................... Kecamatan

Perihal : Permohonan Pendaftaran

Bakal Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Dea ...................... Tanggal
............................ NOMOr @ ...coeoiiviiiiiieiie e e, dENQAN NI
NaIE e
NI e e e e
Jenis Kelamin e
Tempat dan tanggal lahir (umur) . /... tahun
AGAIMEB e e e
Pendidikan terakhir
=Y 2] - - o
ALBMAL e e
Mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa .................
Kecamatan .....................
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir saya sampaikan sebagai berikut:
NO JENIS PERSYARATAN Jumlah
(Rangkap)
1 | Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : 4 rangkap
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;
c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa,;
d. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara,;
f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal
maupun horizontal dengan Panitia Pemilihan.
2 | surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan | 4 rangkap
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
dari Pengadilan Negeri;
3 | surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan | 4 rangkap
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
4 | surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Negara Republik Indonesia; 4 rangkap
5 | surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah | 4 rangkap
Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
6 | surat keterangan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa dari Camat; 4 rangkap
7 | Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa; 4 rangkap
8 | Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
9 | Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
10 | Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
11 | copy ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat | 4 rangkap
yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12 | Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm. 4 lembar
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13

Persyaratan Tambahan :***

a. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa:

1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon | 4 rangkap
Kepala Desa yang berhak dipilih;
2. Surat ljin Tertulis dari Bupati; dan 4 rangkap
3. Surat Keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan | 4 rangkap
pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati dan tidak pernah
menunggak kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon | 4 rangkap
Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
2. Surat ljin Tertulis dari Kepala Desa. 4 rangkap
c. Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
Surat pernyataan akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah | 4 rangkap
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
d. PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
1. Surat ljin Tertulis dari atasan yang berwenang; 4 rangkap
2. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (I1/a), bagi PNS, sersan dua | 4 rangkap
bagi anggota TNI, dan brigadir dua bagi anggota POLRI;
3. Copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang | 4 rangkap
berwenang; dan
4. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh TNI dan | 4 rangkap

POLRI.

Catatan:
*** Diisi persyaratan tambahan, khusus kepada Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari:
Kepala Desa yang mencalonkan kembali.

Perangkat Desa.

Anggota BPD.

PNS, TNI dan POLRI.

a.

b.
c.
d

BAKAL CALON KEPALA DESA ......

Materai

tanda tangan
secukupnya

NAMA JELAS
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MODEL
B1-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala DeSa.......cccccoiviiiiiiiiiiiiiinieineannnn,
Nomor :

.......... /Pan.Pilkades/............ tanggal ................................, maka Panitia Pemilihan Kepala

Desa dengan ini mengumumkan pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .........ccccceeeuveenenn...
dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU PENDAFTARAN
Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal : ............cccocoeeeiienill S/

B. PERSYARATAN

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1.
2.

PN O AW

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa,;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;

tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara
berturut-turut maupun tidak;

menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan,
pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri;

tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa;

bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;

bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD;

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus melaksanakan cuti;

bagi Kepala Desa tidak sedang dalam keadaan menunggak dalam pelaksanaan kewajiban
pembayaran kepada negara antara lain pajak bumi dan bangunan serta pajak dan retribusi
lainnya; dan

bagi Kepala Desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati.

Adapun jenis persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh Calon Kepala Desa, meliputi:

1.

Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa,;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara

berturut-turut maupun tidak; dan

g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun
horizontal dengan Panitia Pemilihan.

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;

Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

~o Qo0



a s

PP O0~NO®

0.
1.

-41 -

Surat Keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Negara Republik Indonesia;

Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit
Umum Daerah/Puskesmas);

Surat Keterangan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa dari Camat;

Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Copy ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan

12. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, TNI dan POLRI yang
mencalonkan sebagai Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana
tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan administratif tambahan sebagai berikut:

a.

Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus melengkapi:

1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
yang berhak dipilih;

2. Surat ljin Tertulis dari Bupati;

3. Surat Keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan; dan

4. Surat Keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati.

Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:

1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
yang berhak dipilih; dan

2. Surat ljin Tertulis dari Kepala Desa.

Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi surat pernyataan akan
berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang
berhak dipilih.

Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:

1. Surat ljin Tertulis dari atasan yang berwenang;

2. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (l1/a), bagi PNS, sersan dua bagi anggota
TNI, dan brigadir dua bagi anggota POLRI;

3. Copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan

4. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh TNI dan POLRI.

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa

kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai
Rp. 6.000,-; dengan melampirkan persyaratan administratif tersebut di atas sebanyak 4 (empat)
rangkap.

. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan

ditulis nama Bakal Calon Kepala Desa.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat
diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ........cccccovviiviiiinienaannen. dan untuk keperluan
dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi :

1.SAr. handphone ............cc..coeeeiie ;

2.8dr. handphone ................coooce.. ;dst

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccooiiiiiiieenieenen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B1.1-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :
.......... /Pan.Pilkades/............ tanggal ....................c..........., dengan ini diumumkan kepada penduduk

DeSa....ccoovviiiiiiiiiieea, sebagai berikut:

A. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sampai dengan tanggal penutupan
pendaftaran pertama sejumlah : .............. orang, yaitu:

Nama PP
Tempat, tanggal [ahir @ ..
Pendidikan H PSPPI
Pekerjaan P
Alamat H PSPPI
B. Bahwa ternyata Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar selama waktu pendaftaran pertama
kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9
(sembilan) hari.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .........cc.cccccveennee. dengan ini
membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal : ................c.on.
S/ e

Adapun ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap
mengacu pada Pengumuman Pertama.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccooiiiiiiieeieenen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS



- 43 -

MODEL
B1.2-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

(Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang)

Nomor : ............. /Pan.Pilkades/............

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :
.......... /Pan.Pilkades/............ tanggal ................................, dengan ini diumumkan kepada penduduk
DeSa....ccoovviiiiiiiiiiiieea sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, ternyata jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .........cc.ccccceveennee. dengan ini
membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal :
............................. S/ o

Adapun ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap
mengacu pada Pengumuman Pertama.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccoiiiiiiieeieeneen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B2-PKD
CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
a. Nama Bakal Calon PP PP
b.  Tempat, Tanggal Lahir o e e et eeeanas
C. Alamat Tempat TiNGQal oo e e e et e e e e e et ea i anas
KETERANGAN
Lengkap /
NO JENIS PERSYARATAN Jumlah Tidak
Lengkap
1 | Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : 4 rangkap
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
d. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik
secara berturut-turut maupun tidak; dan
g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun
horizontal dengan Panitia Pemilihan.
2 | surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan | 4 rangkap
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
dari Pengadilan Negeri;
3 | surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan | 4 rangkap
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
4 | surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Negara Republik Indonesia; 4 rangkap
5 | surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah | 4 rangkap
Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
6 | surat keterangan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa dari Camat; 4 rangkap
7 | Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa; 4 rangkap
8 | Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
9 | Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
10 | Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4 rangkap
11 | copy ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat | 4 rangkap
yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12 | Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm. 4 lembar
13 | Persyaratan Tambahan :
b. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa:
1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon | 4 rangkap
Kepala Desa yang berhak dipilih;
2. Surat ljin Tertulis dari Bupati; 4 rangkap
3. Surat Keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar Pajak | 4 rangkap
Bumi dan Bangunan; dan
4. Surat Keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan | 4 rangkap
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
b. Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
1. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon | 4 rangkap
Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
2. Surat ljin Tertulis dari Kepala Desa. 4 rangkap
c. Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
Surat pernyataan akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah | 4 rangkap
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
d. PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa:
1. Surat ljin Tertulis dari atasan yang berwenang; 4 rangkap
2. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (ll/a), bagi PNS, sersan dua | 4 rangkap
bagi anggota TNI, dan brigadir dua bagi anggota POLRI;
3. Copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang | 4 rangkap
berwenang; dan
4. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh TNI dan POLRI. 4 rangkap

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Petugas Pendaftaran,

NAMA JELAS
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MODEL
B3-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : ............. -BA/Pan.Pilkades/............

Pada hari ini, ............ tanggal .................... bulan ...............lL Tahun ..o, ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..................... telah selesai
menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagai hasil pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
yang dilakukan mulai tanggal ..........ccccooiiiiiiiiin. S/,

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai
berikut:

1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan P
Pekerjaan P
Alamat P

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan P
Pekerjaan P
Alamat T e e e e e e e,

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan
tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........ccccccecuvannee...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

O]

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

NoOMWINIE =

dst

Catatan:
*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka diganti dengan
kalimat:
“Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia
Pemilihan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari”.
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MODEL
B3.1-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERITA ACARA
PENUTUPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : ............. -BA/Pan.Pilkades/............

Pada hari ini, ............ tanggal ..............o.ee. bulan ............coeoe.l. Tahun ..ol ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..................... telah selesai
menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagai hasil perpanjangan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa yang dilakukan mulai tanggal ............ccccccoviiieiiiinnnn.. S/

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai
berikut :

1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir .
Pendidikan T e e e e e e e,
Pekerjaan P
Alamat P

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir .
Pendidikan P
Pekerjaan T e ae e aann
Alamat P

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan
tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa ..........c...cceceuenn....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

O]

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

o |N@ G~ WINEZ

0
—

Catatan:
*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka diganti
dengan kalimat:
“Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia
Pemilihan akan melaporkan hasil penjaringan ini kepada BPD sebagai bahan penetapan
kebijakan selanjutnya”.
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MODEL
B3.2-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENUTUPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

(Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang)

Nomor : ............. -BA/Pan.Pilkades/............
Pada hari ini, ............ tanggal .................. bulan ...........coeee..l. Tahun ..ol ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..................... telah selesai

menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagai hasil perpanjangan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa karena Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian
kurang dari 2 (dua) orang) yang dilakukan mulai tanggal ...
S/,

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai
berikut:

1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir e
Pendidikan P
Pekerjaan P
Alamat T e a e aann

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir .
Pendidikan T et
Pekerjaan P
Alamat P

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan
tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa .............cceceunenn....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

@]

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

o | N RwNIEIZ

0
—

Catatan:
*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka diganti
dengan kalimat:
“Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia
Pemilihan akan melaporkan hasil penjaringan ini kepada BPD sebagai bahan penetapan
kebijakan selanjutnya”.
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MODEL
B4-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua BPD .....ccovviiniiiiiiieieeens
Sifat : Segera di-

Perihal D LAPORAN

Disampaikan dengan hormat, bahwa tahapan (Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa / Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa / Perpanjangan Waktu
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa karena Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang)*** melaui
Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal ..........ccccooooiiiiiiiiniiei.
S/ telah berakhir, dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebanyak ............. orang, yaitu:
1. Nama e e
Tempat, tanggal lahir T e e e
Pendidikan PP PP PP
Pekerjaan T e e e et ea e
Alamat PP PP PP
2. Nama P
Tempat, tanggal lahir O
Pendidikan PP PP PP
Pekerjaan T e e e
Alamat ORI

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera
melaksanakan tahapan berikutnya / akan memperpanjang waktu pendaftaran selama
9 (sembilan) hari karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua)
orang. ***

c. Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar telah lebih dari 2 (dua) orang maka
akan segera melaksanakan tahapan berikutnya / Karena Bakal Calon Kepala Desa
yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka bersama ini terlampir kami
laporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagai bahan
penetapan kebijakan selanjutnya.***

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......civiiiiieeeennes
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Bpk. Camat ...........cc..c.......

Catatan:
*** (coret yang tidak perlu), disesuaikan dengan jenis pengumuman.
Huruf b dan huruf ¢ digunakan sesuai dengan jenis laporan.
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MODEL
B5-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth.
Sifat : Segera di-

Perihal : Permohonan Keterangan s

Disampaikan dengan hormat, bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala

Desa....cccovueeinieenaannnn. sedang melaksanakan tahapan penyaringan melalui penelitian,

klarifikasi dan keabsahan persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon Kepala
Desa.....cocoieiiiiiii AN

Berdasarkan data yang diberikan kepada kami, bahwa ...............c..ccooiiiii

*kk

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......cooviiiiieeeennes
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Bpk. Camat ..........cceeeunenne.

Catatan:
*** Diisi sesuai dengan jenis informasi yang dipertanyakan.
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MODEL
B6-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN, KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ............ tanggal ................... bulan ...l Tahun ..o, ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan
Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

yang dimulai pada tanggal..........c..ccccceeeiiinn. S/ , dengan hasil sebagai berikut:
1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak .......... T ) orang;

2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon
Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir . .o
Pekerjaan P
Alamat P

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir e
Pendidikan Terakhir . .o
Pekerjaan P
Alamat T e e s

B dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan dan
mengumumkannya untuk diketahui oleh masyarakat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa ..........c...cceceuenn....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...t

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

O]

o | N R WINIEIZ

0
—
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MODEL
B7-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........coiiiins
Nomor : ............... -Kep/Pan.Pilkades/..........

TENTANG
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccoiiiiiiieeieennees ,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal xx Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx

Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ................ccc....... tentang Bakal
Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

13.

1.

-52 -

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
2);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan,
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun xxxx
Nomor xx);

Peraturan Desa ...................... Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa..............cc.c....... Tahun Anggaran xxxx (Lembaran Desa .................
Tahun xxxx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

:Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

Nama F PP UPPRTRPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir & .o
Pekerjaan T e
Alamat T e
Nama F PP UPPRTRPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir & .o
Pekerjaan T e
Alamat N
Nama F PP UPPRTRPN
Tempat, tanggal [ahir s
Pendidikan Terakhir @ ...
Pekerjaan T e
Alamat T e dst.

: Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU akan diusulkan kepada BPD untuk menjadi bahan penetapan Calon
Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan

semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di ......ccoeevviiiiiiiiiiiiiie,
pada tanggal ......c.ccoeeiiiiiiiiii

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......covvieiien.
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B8-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Berdasarkan hasil Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai

tanggal.......ccooovviiiiiiiinan. S/ , dengan diumumkan sebagai berikut:
1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak .......... T ) orang;

2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama E PP
Tempat, tanggal [ahir .
Pendidikan Terakhir . .o
Pekerjaan T e
Alamat P

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir . ..o e
Pekerjaan P
Alamat T et eeeea e e et eea e e e e aaaaaanas

B dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera melaporkan hasil
penyaringan ini kepada BPD sebagai bahan penetapan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang
Berhak Dipilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccoiiiiiiieenieeneen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B9-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

Nomor ..

.../Pan.Pilkades/......... Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua BPD ...cooiiniiiiiieieeeeeeeee
Sifat : Segera di-
Perihal D LAPORAN

Bersama ini kami laporkan bahwa penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang

dilaksanakan mulai tanggal..........c.cooeiviiinn... S/ telah selesai
dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak .......... T ) orang;
Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;
Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Nomor............ -Kep/Pan.Pilkades/ ............ tentang Bakal Calon Kepala Desa yang
Memenuhi Persyaratan (terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam penetapan

Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......cooviiiiieeeennes
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

Catatan:

*** (coret yang tidak perlu), disesuaikan dengan jenis pengumuman.
Huruf b dan huruf ¢ digunakan sesuai dengan jenis laporan.
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MODEL
B10-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....ccoiiiiiiiiieeenne.
Nomor : ......... /Kep/BPD/ ............

TENTANG
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... ,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal xx Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx

Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa yang
Berhak Dipilih;

1.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
2);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan,
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun xxxx
Nomor xx);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA
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13. Peraturan Desa ................... Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ..................... Tahun Anggaran xxxx (Lembaran Desa ................
Tahun xxxx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

:Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut:

1. Nama F PP
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir & .o
Pekerjaan T e
Alamat T e

2. Nama PPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir & .o
Pekerjaan T e ea e
Alamat T e

B dst

: Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

diwajibkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan

semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di ......ccoeevviiiiiiiiiiiie,
pada tanggal ......c.coeeiiiiiiiiii

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......coevienien.
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B11-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa hasil Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan
Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal...........cc.cccoeieeinean.. S/ , dengan diumumkan
sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak .......... T ) orang;

2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak ........... T ) orang;

Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir ..
Pendidikan Terakhir & .o
Pekerjaan P
Alamat T e aaan

2. Nama PP
Tempat, tanggal [ahir .
Pendidikan Terakhir . .o
Pekerjaan P
Alamat P

B dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera melaksanakan
pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccoiiiiiiieenieenen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B12-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. SAr. .o
Sifat : Segera di-

Perihal : Pengembalian Berkas Pencalonan s

Bersama ini terlampir kami sampaikan berkas pencalonan sebagai Bakal Calon
Kepala Desa........ccccuveeuieeneenannne.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama dan
partisipasinya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......cooeiiiiieeeennns
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Bpk. Camat ..........cceeennenne.

Catatan:
*** (coret yang tidak perlu), disesuaikan dengan jenis pengumuman.
Huruf b dan huruf ¢ digunakan sesuai dengan jenis laporan.
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MODEL
B13-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. 1. Calon KepalaDesa ........ccceevuveuveennennnee.
Sifat : Segera 2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Perihal : UNDANGAN di -

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan
Kepala Desa........ccccoeveneenneannenn. , dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari TP
Tanggal @ o
Pukul TP
Tempat e

Acara : Rapat Pengundian Nomor Urut.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......cooviiiiieeeennes
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. Bpk. Camat ..........cceeennenne.
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MODEL
B14-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT
NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/ ..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ..o ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala
DESaA...iieiiiiiiieaieaee , yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT NAMA CALON KEPALA DESA TANDA TANGAN

1
2
dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccocivviinnee.

2
o

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

N OOA|W|IN|F

Q.
n
[

Calon Kepala Desa,



- 61 -

MODEL
B15-PKD
NASKAH
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DENGAN CALON KEPALA DESA
Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ... , Kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama S PPN
Calon Kepala Desa Nomor Urut : ...........
Selanjutnya bertindak untuk diri sendlrl dan atas nama para Pendukung saya;

2. Nama PN
Calon Kepala Desa Nomor Urut : ...........
Selanjutnya bertindak untuk diri sendlrl dan atas nama para Pendukung saya;

3. Nama PN

Calon Kepala Desa Nomor Urut : ........... dst.
4. Nama S PPN
Jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa...........ccccoceivveneennne.

Selanjutnya bertindak untuk diri sendlrl dan atas nama anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Dengan disaksikan oleh Camat......................... dan Anggota Forpimka ........cccccoeeeiviieiiineennes , Ketua BPD
Desa....coovviiiiiiiiiiiennn. , bersama-sama menyatakan bahwa:
= T - T o 0 I (P )i

1. Menjamin pelaksanaan Pemlllhan Kepala Desa berjalan Lancar Tertib, Aman, dan Nyaman.

2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan
terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan
untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

3. Siap mengendalikan para Pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang
berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.............cccccunen...

b. Kami ( Ketua dan para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa):

1. Benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin
Pemilihan Kepala Desa ............. berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman.

2. Siap mengundurkan diri apabila diketahui memihak salah satu Calon Kepala Desa.

Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.......................

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila

dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccooovviennee.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
dst
Calon Kepala Desa,
PP Ketua BPD Desa.......cccccoeevivieiiiiiiienn..
e e
G 2 dst.

FORUM PIMPINAN KECAMATAN ...t e

CAMAT....oiiieiie, KAPOLSEK........cc.ceivenennns DANRAMIL............cccceee.
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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL
B16-PKD

PENGUMUMAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............

Berdasarkan hasil Rapat Pengundian Nomor

tanggal.......ccooovieiiiieiiienn... bertempat di .....cooeoviiiiiiii

Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebanyak ...

sebagai berikut:

1. Nama
Tempat, tanggal lahir

Pendidikan Terakhir
Pekerjaan

Alamat

Nomor Urut

2. Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan
Alamat
Nomor Urut

Urut Calon Kepala Desa pada
maka bersama ini diumumkan kepada

.................. orang dengan Nomor Urut

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan melaksanakan pemungutan

suara pada tanggal...........ccoeiiiiiiiiiiniiieen

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccoiiiiiiieeieeneen

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B17-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
Lampiran : - Yth. 1. Calon KepalaDesa ........ccceevuveuveennennnee.
Sifat : Segera 2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Perihal : UNDANGAN di -

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Calon
Kepala Desa, dengan ini kami mengundang Bapak/lbu untuk hadir pada:

Hari TP
Tanggal @ o
Pukul TP
Tempat e
Acara : Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccoiiiiiiiieeenes
KETUA,
tanda tangan dan Stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat ..........cceeennenne.
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MODEL
B18-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ..o ,

Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye
Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1.

Rapat telah memutuskan Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

a. Nama L e eeeeeeaeeeateieeneaeeneaeenens
Nomor Urut e,
Waktu Kampanye D et e e okx

b. Nama L e
Nomor Urut e,
Waktu Kampanye D et e e okx

c. dst.

Dalam melaksanakan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon
Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misinya terkait dengan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Adapun pelaksanaannya dijadwalkan pada
tanggal .....coccoveieiiennnnn. bertempat di .....ccooiiiiiii mulai pukul ..................... s/d

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon
Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melanggar larangan kampanye yang disetujui
oleh Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccocivviennee.

2
o

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

N OO~ |WIN|F

Q.
n
[

Calon Kepala Desa,

Catatan:
***Pengaturan waktu dan tempat kampanye sesuai kesepakatan Rapat.
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MODEL
B19-PKD

TATA TERTIB KAMPANYE
DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk
menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih
menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling sedikit
dilaksanakan di setiap Dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.

2. Kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Pelaksanaan kampanye diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon, dengan ketentuan urutan
berdasarkan abjad nama calon dan masa kampanye untuk semua Calon selesai pada tanggal

4. Pemasangan tanda gambar, photo, slogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk Calon Kepala Desa
hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa dan tempat-tempat strategis di
wilayah Desa dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan/estetika
yang dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

5. Dalam Kampanye tidak dibenarkan mengadakan pawai atau arak-arakan dengan kenderaan
bermotor sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Kampanye tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat
/gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras,
kondisi fisik Calon Kepala Desa, atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.

7. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk
perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

8. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas
negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta
benda Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

9. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana
mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan
pihak manapun.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum
dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan
dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, para
pendukung/simpatisan Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa ............cccccevvveieenneennnn.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang melakukan
pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.

12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran akan ditindak
sesuai ketentuan perundang-undangan.

13. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE diatur sebagai berikut:

NO TANGGAL/WAKTU/TEMPAT NOMOR URUT KET
1

2

dst

Demikian Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa .........ccccccccovvennee.. ini

disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala

Desa.

Calon Kepala Desa: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

T e s KETUA,

e

B dst.

Tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B20-PKD
Kepada:
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa ...................
di -
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama PP
Alamat TP
.......................................... dst.
sebagai anggota masyarakat Desa / Calon Kepala Desa Nomor Urut ...... dengan ini mengajukan
pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........ccccceeeuivannee.. , bahwa :
Nama PP
Selaku Calon Kepala Desa ........cccovvveviiieiiineenennnne. dengan Nomor Urut ...............

menurut pengamatan kami bahwa Calon Kepala Desa tersebut dan/atau para pendukung/
simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.
Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

0 ;
8 ;
P dst

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan
pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami lampirkan:

0 ;
8 ;
T ;dst

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan untuk

ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Saya,

NAMA JELAS
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MODEL
B21-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
Lampiran : - Yth. SAr. .o
Sifat : Segera di-
Perihal : Tanggapan Atas Laporan s
Pengaduan Pelanggaran Kampanye
Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat pengaduan Saudara tanggal
............................. perihal Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:
Nama e
Alamat PP PRPPINN
Selaku : Calon KepalaDesa .....cc.cccccunvenneeen.
Nomor Urut : ...
atau yang dilakukan oleh para Pendukung Calon Kepala Desa, dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa berdasarkan upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan Panitia Pengawas
Pilkades pada tanggal ..........ccooeiveiiiiiiiiieennennnen. , telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa
Calon Kepala Desa/para pendukung Calon Kepala Desa TIDAK TERBUKTI/TERBUKTI
melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap
tata tertib kampanye, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan akan diberikan
peringatan tertulis;
3. apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa tetap melakukan
pelanggaran maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala
Desa dengan ini memutuskan untuk: MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN
TERTULIS KEPADA:
Nama e
Alamat PP PRPPINN
Selaku : Calon KepalaDesa ......cocuveuveiieeniiiniiinanennns
Nomor Urut : ...
Demikian tanggapan ini disampaikan, kami wucapkan terima kasih atas
perhatiannya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccooiiiiiiiieeenns
KETUA,
tanda tangan dan Stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS
Yth. 1. Bpk.Camat ........c..c.........
2. Panitia Pengawas Pilkades.
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MODEL
B22-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
Lampiran : - Yth. 1. Calon KepalaDesa ........ccceevuveueeenaennnnn.
Sifat : Segera 2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Perihal : UNDANGAN di -
Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara,
dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:
Hari TP
Tanggal @ o
Pukul TP
Tempat e
Acara : Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.
Catatan : Mengingat pentingnya acara, dimohon Saudara Calon Kepala Desa hadir
pribadi, dalam hal berhalangan agar diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccoiiiiiiiieeenes
KETUA,
tanda tangan dan Stempel
Tembusan, disampaikan kepada: NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat ..........cceeeunenne.
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MODEL
B23-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
RAPAT SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA

NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ..o ,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa atau
Kuasa Calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara, dengan hasil
sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa
telah menyelesaikan penyiapan surat suara, meliputi penandatanganan, pensortiran, pelipatan,
pengikatan, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan penyegelan kotak suara, serta
penyimpanan kotak suara di tempat aman.

2. Jumlah Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak ...........

S ) lembar;

3. Jumlah Surat Suara yang rusak/kurang baik kualitas cetakannya sebanyak ................
S ) lembar;

4. Jumlah Surat Suara yang baik dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
sebanyak .................. S ) lembar.

5. Selanjutnya surat suara yang baik dan ditandatangani satu per satu diperlihatkan kepada Calon
Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.

6. Panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sesuai
jumlah DPT dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet
gelang kecuali ikatan terakhir.

7. Terhadap surat suara cadangan panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang
dinyatakan sah kemudian dihitung sejumlah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih
tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet
gelang kecuali ikatan terakhir.

8. Surat suara dan surat suara cadangan dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar menurut
jenisnya, amplop pertama diberi tulisan jumlah isi surat suara didalamnya sesuai dengan jumlah
DPT, sedangkan amplop kedua 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah DPT kemudian disegel.

9. Amplop besar yang berisi surat suara dan yang berisi surat suara cadangan yang sudah disegel
beserta kelengkapan lainnya dimasukkan kotak suara kemudian dikunci dan disegel dan disimpan
o untuk jaminan keamanannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cccooovviennee.

2
o

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

N OOAIW|IN|F

(o}
n
[

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa,
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MODEL
B24-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA........ccoiiiiiianne.
Nomor : ............. /Pan.Pilkades/ ............
Berdasarkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.......ccccoociiiiiiiiinnennn. , maka bersama ini
disampaikan kepada seluruh Penduduk Desa..........ccocceiveeiieriinaannn. bahwa:
a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa........cc.cccccunenne..
akan dilaksanakan pada tanggal...........c..ccceeveenenn... bertempatdi ........cooeviiiiiii
b. Jumlah Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebanyak ............... orang, yaitu:
1. Nama S PPN
Tempat, tanggal [ahir ;..
Pendidikan Terakhir @ .
Pekerjaan T et e et
Alamat H PSPPI
Nomor Urut s
2. Nama PR
Tempat, tanggal [ahir ;..
Pendidikan Terakhir @ .
Pekerjaan T et e et
Alamat H PSPPI
Nomor Urut s
B dst
c. Kepada seluruh Penduduk Desa........cc.cceeeuveennennn.. yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

akan diberikan Surat Undangan Resmi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk selanjutnya
dibawa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccoiiiiiiieeieeneen
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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MODEL
B25-PKD

SURAT UNDANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa ........cccccoceveuneenn.e. Kecamatan ...........cccceeveiviieennn. , dengan ini
MenguNAang SAUAArasi .........oeuieoieiiieiee e (L / P), Nomor Urut DPT: ................
Alamat ... , untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala
DESA «uiiviiiiiieieeeee pada

Hari 7 Tanggal o oo e

Pukul L e e e e e e e e e ea et e e enn e e e ean e aaeen

TPS :Nomor ... DESA .oviieiiee e

Alamat L e e e e e e e e e e et e ea e e e e e eeeas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,
NAMA JELAS
Catatan:
Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
........................................................... GUNTING AiSTNT..uenieei et
Yang menyerahkan Yang menerima Nama Pemilih e (L/P)
No. DPT s
Diterima Tgl. e
TP ) TP )
Nama Jelas Nama Jelas
MODEL
B25-PKD
SURAT UNDANGAN
Panitia Pemilihan Kepala Desa ........cccccccevevneennen. Kecamatan ...........ccceeveiviiieennn. , dengan ini
mMenguNdang SAUAarari ........c..uiie i (L / P), Nomor Urut DPT: ................
AlamMat ... , untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala
DESA i pada
Hari /7 Tanggal & oo e
Pukul L e e e e e e e e e e et e ea e e e e e eeeas
TPS :Nomor .........oceeees DESA v
Alamat L e e e e e e e e e e et e ea e e e e e eeeas
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,
NAMA JELAS
Catatan:
Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
........................................................... GUNTING AiSTNT.cuiniei i
Yang menyerahkan Yang menerima Nama Pemilih e (L/P)
No. DPT s
Diterima Tgl. e
TP ) TP )

Nama Jelas Nama Jelas
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MODEL
B26-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN SURAT UNDANGAN

NOMOR : ............. -BA/Pan.Pilkades/..........

Pada hari ini, ............ tanggal ................ bulan ..................... Tahun ..o ,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan kegiatan
penyampaian surat undangan kepada Pemilih sesuai dengan alamat yang tercantum pada Daftar Pemilih
Tetap (DPT), dengan rincian:

1. Surat Undangan yang telah diterima oleh Pemilih, sebanyak  ............
R ) lembar.

2. Surat undangan yang belum diterima oleh Pemilih sebanyak  ..............
N ) lembar.

Selanjutnya Surat undangan yang belum diterima oleh Pemilih telah kami serahkan kepada Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccciiieeans
Penanggungjawab Penyampaian Surat Undangan,

Tanda tangan

NAMA JELAS
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MODEL
B27-PKD
SURAT PENUGASAN
SAKSI CALON KEPALA DESA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama N
Tempat, Tanggal Lahir T e
Alamat Tempat Tinggal T e
No. KTP e
Bakal Calon Kepala Desa ........cccovvveuiiiiiiineiiiiee. dengan ini memberikan kuasa : KHUSUS
kepada :
1. Nama e
Tempat, Tanggal Lahir @ ..
Alamat Tempat Tinggal .o
No. KTP e
2. dan seterusnya.
agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa ........c..cccccuvennen. dan

melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam
rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Penugasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Calon Kepala Desa .......ccvveuveueenieeinaennns
tanda tangan

NAMA JELAS
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C. Format Dokumen pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Model C1-PKD

Model C2.1-PKD

Model C2.2-PKD

Model C3.1-PKD

Model C3.1-PKD

Model C4-PKD Plano

Model C5-PKD

Model C6-PKD
Model C7-PKD
Model C8-PKD
Model C9-PKD

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS.

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di TPS dengan menggunakan lebih dari 1
(satu) TPS.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dengan menggunakan
lebih dari 1 (satu) TPS.

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di TPS dengan menggunakan hanya 1 (satu)
TPS.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dengan menggunakan
hanya 1 (satu) TPS.

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di TPS.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau
Pernyataan Keberatan Saksi dalam
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS.

Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Daftar Hadir Pemilih di TPS.
Contoh Surat Suara

Denah Penataan TPS
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Pemilihan Kepala Desa

MODEL
C1-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Pada hari ini ............ tanggal .........cceeeneee. bulan ............... tahun ... , Panitia

telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara dalam pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, dan
warga masyarakat yang hadir, bertempat di:

TPS
Desa

Kecamatan

Nomor........ Dusun : ...

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
Kegiatan Panitia Pemilihan dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan
dimulai pukul .................... S/d oo , dengan melakukan kegiatan:

1.

2.

3.

Pengecekan kelengkapan TPS, tempat duduk Calon Kepala Desa, pemeriksaan bilik suara dan
kotak suara.

Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, serta memastikan kotak
suara dalam keadaan kosong.

Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan
penghitungan suara.

Mengumumkan jumlah DPT dan nama-nama calon Kepala Desa sesuai nomor urut.
Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai mekanisme dan tata cara pemberian suara di
TPS.

Berhubung sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara belum selesai karena masih
ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka disepakati bahwa
pelaksanaan pemungutan suara ditambah sampai pukul ................ atau sampai pemilih yang
telah hadir di TPS dan sudah menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan tetapi
belum memberikan suaranya selesai memberikan suaranya.*

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Kegiatan penghitungan suara dimulai pukul .............. WIB dengan melakukan kegiatan:

1.
2.

3.
4.

Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT
Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak
atau keliru coblos.

Menghitung dan mencatat jumlah suara sah dan suara tidak sah.

Menghitung dan mencatat jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dari layar
monitor e-Voting (bila pemilihan dilakukan dengan e-Voting)*

Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

Hasil penghitungan suara terlampir pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua, Sekretaris,

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1

2

3

4

5

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:
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MODEL
C2.1-PKD
MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TPS
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DENGAN MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TPS
TPS Nomor...........
DS e
Kecamatan & e
l. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
NO URAIAN JUMLAH
A. DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau
identitas lainnya
3.  Jumlah Pemilih (1+2)
B. PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau
identitas lainnya
3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)
I1. DATA PENGGUNA SURAT SUARA
NO URAIAN JUMLAH

1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 5%

2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru

coblos

w

Jumlah surat suara yang digunakan

4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan

DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

PEROLEHAN SUARA SAH CALON
NO NAMA CALON KEPALA DESA KEPALA DESA
1 e T T (huruf)
2 e e (huruf)
dst| ] ] e, (huruf)
Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
@+2+dst) L T ] e (huruf)
1IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
NO URAIAN JUMLAH
1 Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
2 Jumlah Suara Tidak Sah
3 | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,
SAKSI CALON KEPALA DESA,
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi:
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MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TPS

MODEL
C2.2-PKD

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DENGAN MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TPS

Desa
Kecamatan

DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

JUMLAH
NO URAIAN TPS 1 TPS 2 TPS 1+ TPS 2
A. DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/
Pengguna KTP atau identitas lainnya
3. Jumlah Pemilih (1+2)
B. PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/
Pengguna KTP atau identitas lainnya
3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)
1. DATA PENGGUNA SURAT SUARA
JUMLAH
NO URAIAN TPS 1 TPS 2 TPS 1+ TPS 2
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk
cadangan 5%
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak/keliru coblos
3 | Jumlah surat suara yang digunakan
4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan

111. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

PEROLEHAN SUARA SAH CALON

NO NAMA CALON KEPALA DESA KEPALA DESA
TPS 1 TPS 2 TPS 1+ TPS 2
1
2
dst
Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
(1+2+dst)
1IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
JUMLAH
NO URAIAN TPS 1 TPS 2 TPS 1+ TPS 2
1 Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
2 Jumlah Suara Tidak Sah
3 | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,
SAKSI CALON KEPALA DESA,
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi:
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MODEL
C3.1-PKD
MENGGUNAKAN HANYA 1 (SATU) TPS
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DENGAN MENGGUNAKAN HANYA 1 (SATU) TPS
DU SUN et
DS e
Kecamatan & e
l. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
NO URAIAN JUMLAH
A. DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau
identitas lainnya
3.  Jumlah Pemilih (1+2)
B. PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau
identitas lainnya
3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)
I1. DATA PENGGUNA SURAT SUARA
NO URAIAN JUMLAH
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 5%

2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru
coblos

3 | Jumlah surat suara yang digunakan

4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan

DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

PEROLEHAN SUARA SAH CALON
NO NAMA CALON KEPALA DESA KEPALA DESA
1 e T T (huruf)
2 T e e (huruf)
dst| ] ] e (huruf)
Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
@+2+dst) L T ] e (huruf)
1IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
NO URAIAN JUMLAH
1 Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
2 Jumlah Suara Tidak Sah
3 | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,
SAKSI CALON KEPALA DESA,
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi:
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MENGGUNAKAN HANYA 1 (SATU) TPS

MODEL
C3.2-PKD

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DENGAN MENGGUNAKAN HANYA 1 (SATU) TPS

Desa
Kecamatan

DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

JUMLAH Jumlah
NO URAIAN Dusun 1 | Dusun 2 Dudssutn ; Total
A. DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/
Pengguna KTP atau identitas lainnya
3.  Jumlah Pemilih (1+2)
B. PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/
Pengguna KTP atau identitas lainnya
3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)
1. DATA PENGGUNA SURAT SUARA
JUMLAH Jumlah
NO URAIAN Dusun 1 | Dusun 2 Dudssutn ; Total
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk
cadangan 5%
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak/keliru coblos
3 | Jumlah surat suara yang digunakan
4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan
111. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA
Perolehan Suara di Dusun Jumlah
NO URAIAN Dusun 1 | Dusun 2 busun. Total
dst.
1
2
dst
Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
(1+2+dst)
1IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
JUMLAH Jumlah
NO URAIAN Dusun 1 | Dusun 2 Dudssutn ; Total
1 Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa
2 Jumlah Suara Tidak Sah
3 | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,
SAKSI CALON KEPALA DESA,
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi:
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MODEL
C4-PKD
PLANO

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

TPS : Nomor.......... DUSUN ..o
Desa :
Kecamatan

Jumlah
NOMOR DAN NAMA X
CALON KEPALA DESA RINCIAN PEROLEHAN SUARA g;??s

1 2 3 4

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

Jumlah

JUMLAH SUARA SAH
SELURUH CALON

(ditulis dengan huruf)

[ |
(ditulis
dengan
huruf)

SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN
TIDAK SAH

(ditulis dengan huruf)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua, Sekretaris,

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1

2

3

4

5

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:

Nama Saksi:
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MODEL
C5-PKD

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

TPS : Nomor........ Dusun :
Desa :

Kecamatan

SAKSI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN, Ketua,

..NAMA JELAS NAMA JELAS
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MODEL
C6-PKD

SURAT PERNYATAAN
PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L et eeeeeeeeeeeaeeeeeieeeeeeeneeeeneanenes
Alamat L et eaea e eaeeeeaeraeaeeereaeareaaaa—as

Atas permintaan Pemilih:
Nama T e ettt eeeeeeeeeeeeeeeseaeeneaeeeeneaeeneaeas
Nomor Urut DPT/DPTambahan-1 N
TPS : Nomor........... DUSUN & e
Desa L e et eeeeeeeeeeeeeieeeeeeneaeeeeneieeneaees
Kecamatan L e et teeeeeteneeeneeeeaeeeeneneeneaeeneaeens

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara
pada pemilihan Kepala Desa........cc.cccccuunenn... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan
Pemilih yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan
hukum.

Mengetahui: Yang Membuat Pernyataan,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan
Tanda tangan

NAMA JELAS NAMA JELAS
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MODEL
C7-PKD
DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
TPS Nomor........ DUSUN & o
DBSaA
Kecamatan & o
NOMOR URUT JENIS KELAMIN
NO DPT DPTam- Lk Pr NAMA KET
bahan-1
1 2 3 4 5 6 7
Catatan:

Kolom Keterangan diisi antara lain dengan:
1. Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat;
2. Catatan lain yang dianggap perlu.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan

NAMA JELAS
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CONTOH SURAT SUARA

MODEL
C8-PKD

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .........

Ketua,
Tanda tangan dan Cap

NAMA JELAS

Halaman
Depan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......ccccvvee.

Nomor Urut Calon

Nomor Urut Calon Nomor Urut Calon

Nama Calon

Nama Calon

Nama Calon

Halaman
Belakang
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MODEL
C9-PKD
DENAH PENATAAN TPS
9
5
6 >
4
2
1 3 8
Pintu Masuk

Panitia Penerima Surat Undangan
Tempat Duduk Pemilih

Panitia Pemberi Surat Suara

Bilik Suara

Kotak Suara

Tempat Tinta

Pintu Keluar

Tempat Duduk Calon Kepala Desa

©CO~NOOOP~WNLPR

* Pengaturan Denah dapat diubah sesuai kondisi di Desa.
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D. Format Dokumen pada Tahapan Penetapan

Model D1-PKD

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
kepada BPD.

Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa
Terpilih.

Model D2-PKD

Surat BPD kepada Bupati perihal Usulan
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih.

Model D3-PKD
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MODEL
D1-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Do /Pan.Pilkades/......... Kepada :
: 1 (satu) bendel Yth. Ketua BPD ...coooiiniiiiiiiie e
: Segera di-

: Laporan Pelaksanaan Pemilihan L

Kepala Desa .......ccccuveenvennaennnnn.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 13 Tahun 2015, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ......................... bersama
ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa ...........ccoeuveieiinaennns telah selesai dilaksanakan

melalui pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal
................................ dengan hasil Kepala Desa Terpilih an. ...,
Nomor Urut...... dengan hasil perolehan suara sebanyak ......... suara.

2. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan telah menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara
Terbanyak.

3. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dituangkan dalam berita
acara.

Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, terlampir
kami sampaikan sebagai berikut:
a. keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
c. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
d. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan tersebut terdiri dari 3 (tiga) jilid, 1 (satu) jilid
asli untuk Bupati Trenggalek, 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk arsip Pemerintah
Desa....cccovveviiiiinnnn. , dan 1(satu) jilid hasil photo copy untuk arsip BPD.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccoiiiiiiiieenes
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS
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MODEL
D2-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......cccoiiivinnen.
Nomor : ............... -Kep/BPD/..........

TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..o ,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal xx Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx

Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa
Terpilih;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

-89 -

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
2);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xxxx tentang Pemilihan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun xxxx
Nomor xx);

13. Peraturan Desa .................. Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx (Lembaran Desa ............ Tahun xxxx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Sdr.........ccccoeeiiiiiiiiiiiniin, Calon Kepala Desa Nomor Urut ...... yang

memperoleh suara sebanyak ....... (e et ) sebagai Kepala

: Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, selanjutnya akan

diusulkan kepada Bupati Trenggalek untuk memperoleh pengesahan dan pengangkatan
sebagai Kepala Desa.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan

semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di ......ccoeevviiiiiiiiiiiie,
pada tanggal .....ccoccoveiiiiiiii

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccovienien.
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS
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MODEL
D3-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Tembusan, disampaikan kepada:

Do /BPD/......... Kepada :

: 1 (satu) bendel Yth. Bpk. Bupati Trenggalek

: Segera melalui Camat ..........cooiviiiiiiiiiiieeee,
: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan di-

Kepala Desa Terpilih s

Bersama ini dengan hormat kami laporkan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa
............................... telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah
ditetapkan dengan hasil Kepala Desa Terpilih an. ...,

tanggal......ccooooveiiiiiiii, , dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Hari........... tanggal..........cocooiee s telah dilaksanakan pemungutan dan
penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ..............c.......... bertempat
i e

b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib
dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT NAMA CALON KEPALA DESA PEROLEHAN SUARA
1
2
dst
c. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Nomor Urut ....... atas
= T = TR , dengan perolehan suara sebanyak................

suara, dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan
Keputusan BPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan usulan pengesahan
dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Sebagai kelengkapan administrasi yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami
lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antara lain:

keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

berita acara pemungutan dan penghitungan suara;

sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan

berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

coope

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Yth.

1. Camat .....oevvvenenenenennnn. NAMA JELAS

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEP

ANI

IAN HUKUM,

SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001



LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

A. Format Dokumen Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Format dokumen Pemilihan Kepala Desa Serentak Model 1-CKD sampai
dengan Model 9-CKD pada Lampiran | Huruf A berlaku secara mutatis
mutandis untuk format dokumen Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

B. Format Dokumen pada Tahapan Persiapan
Model A1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A2-PKD = Dipergunakan.
Tulisan “Pemilihan Kepala Desa Serentak diganti
menjadi Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu”.

Model A3-PKD = Dipergunakan.
Tulisan “Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa”
dihapus.

Model A4-PKD = Dipergunakan.
Isi Konsideran disesuaikan dengan Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu.

Model A4.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A5-PKD = Dipergunakan.
Tulisan “Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa”
dihapus.

Model A6-PKD = Dipergunakan.

Tulisan “dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa”
dihapus.

Model A7-PKD

Dipergunakan.

Model A8-PKD

Dipergunakan.
Tulisan “dan APBD Kabupaten Trenggalek” dihapus.
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Model A9-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
A9-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ..o
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : .............. /Pan.Pilkades/ ..........
Panitia Pemilihan Kepala Desa ...................... Kecamatan ........cccceeeevennenn. , berdasarkan hasil

Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada tanggal

.................. , yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan anggota Panitia Pemilihan

Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui

Musyawarah Desa ..................... , sebagai berikut:
WAKTU
NO URAIAN PELAKSANAAN KET
1 | Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa
2 | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 1-15 Januari
3 | Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 1-15 Januari
4 | Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa 16 Januari - 5 Pebruari 20
5 | Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 6 Pebruari
6 | Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa 8 Pebruari 2
7 | Pendaftaran Pemilih:
a. Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih 17-27 Januari
b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 28 Januari
c. Pengumuman DPS 29-31 Januari 3
d. Pengajuan Usul Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan 1-3 Pebruari 3
e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) 4-6 Pebruari
f. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 Pebruari
g. Pengumuman DPT 8 Pebruari
8 | Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :
a. Pengumuman dan Penyampaian Surat Undangan 9 Pebruari H-14
kepada Peserta Musyawarah Desa
b. Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung dan Tempat 10-21 Pebruari
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
c. Penyiapan Surat Suara 22 Pebruari H-1
9 | Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Pemungutan Suara 23 Pebruari H
10 | Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD 1 Maret H+7
11 | Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD 2 Maret
12 | Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan oleh 3-6 Maret 4
BPD kepada Bupati
13 | Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 30
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
14 | Pelantikan Kepala Desa 30
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..o,
Ketua,
tanda tangan dan stempel
NAMA JELAS
Catatan:

Pengisian tanggal pada Tabel di atas adalah sebagai Contoh, untuk memberikan gambaran
penghitungan alokasi waktu setiap tahapan.
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Model A10-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
A10-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERITA ACARA
PENDAFTARAN PESERTA MUSYAWARAH DESA SEMENTARA
Nomor : .............. -BA/Pan.Pilkades/............
Pada hari ini, ......... tanggal .................. bulan .................. Tahun ...
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendaftaran Peserta Musyawarah Desa
yang dimulai pada tanggal............cccocoooiiiiiiennnnn... S/

Berdasarkan hasil pendaftaran, telah disusun daftar peserta musyawarah Desa sementara sebagai
berikut:

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
(orang)

unsur pemerintah Desa

unsur BPD

calon Kepala Desa

unsur masyarakat, antara lain:

tokoh adat

tokoh agama

tokoh masyarakat

tokoh pendidik

perwakilan kelompok tani

perwakilan kelompok nelayan
perwakilan kelompok perajin

perwakilan kelompok perempuan
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
perwakilan kelompok masyarakat miskin
5 Panltla Pemilihan

BAIW|IN|F

== |Tle|~e oo |o|w

Jumlah Total

berhak menggunakan hak pilih adalah ....... S ) orang,
sebagaimana terlampir.

Peserta Musyawarah Desa Sementara akan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk
mendapatkan tanggapan masyarakat.

Masyarakat atau peserta dapat mengajukan usulan pergantian peserta dengan memberikan
informasi yang meliputi: peserta yang terdaftar sudah meninggal dunia; peserta sudah tidak
berdomisili di Desa; peserta yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
peserta musyawarah Desa; atau peserta yang sudah terdaftar mengusulkan digantikan oleh orang
lain yang memenuhi persyaratan, untuk dicatat pada Daftar Peserta Musyawarah Desa Hasil
Perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccoiiiiiiiieneennes

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

dst
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Model A10.1-PKD = Dipergunakan.

Diubah judul menjadi “Berita Acara Perubahan
Peserta Musyawarah Desa”.

Model A10.2-PKD = Dipergunakan.

Diubah judul menjadi “Berita Acara Penetapan Peserta
Musyawarah Desa”.

Model A10.3-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A11-PKD = Dipergunakan.

Diubah judul menjadi “Pengumuman Daftar Peserta
Musyawarah Desa Sementara”.

Model A11.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A11.2-PKD = Dipergunakan.

Diubah judul menjadi “Pengumuman Daftar Peserta
Musyawarah Desa”.

Model A12-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
A12-PKD

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA SEMENTARA

Tempat Status

NO NAMA Tal LF;hi,r Perkawinan | ALAMAT UNSUR
gl- (BK/K/J/D)

Jumlah Total
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...t

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dst
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Model A12.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A12.2-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
Al12.2-PKD
DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
Tempat Statgs
NO NAMA Tgl Lahi’r Perkawinan | ALAMAT UNSUR
) (BK/K/J/D)
1
2
3
4
5
6
7
dst
Jumlah Total
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst

Model A12.3-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A13-PKD

Model B1-PKD

Model B1.1-PKD

Model B1.2-PKD

Model B2-PKD

Model B3-PKD

Model B3.1-PKD

Dipergunakan.
Diubah menjadi Surat Undangan Rapat Penetapan
dan Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Desa.

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Waktu pengumuman perpanjangan pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa diubah menjadi 15 (lima
belas) hari.

Dipergunakan.

Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal
Calon Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala
Desa yang memenuhi persyaratan setelah
dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang).

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Dipergunakan.



Model B3.2-PKD

Model B4-PKD

Model B5-PKD

Model B6-PKD

Model B7-PKD

Model B8-PKD

Model B9-PKD

Model B10-PKD

Model B11-PKD

Model B12-PKD

Model B13-PKD

Model B14-PKD

Model B15-PKD

Model B16-PKD

Model B17-PKD

Model B18-PKD

-6-

Dipergunakan.

(Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang
dari 2 (dua) orang).

Dipergunakan.
Dipergunakan.
Dipergunakan.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih”
pada DIKTUM KEDUA diganti menjadi “Calon
Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah
Desa”.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilin”
diganti menjadi “Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Musyawarah Desa”.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilin”
diganti menjadi “Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Musyawarah Desa”.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih”
diganti menjadi “Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Musyawarah Desa”.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilin”
diganti menjadi “Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Musyawarah Desa”.

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Dipergunakan.

Kalimat “Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih”
diganti menjadi “Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Musyawarah Desa”.

Kalimat “akan melaksanakan pemungutan suara”
diganti menjadi “akan melaksanakan pemilihan
Kepala Desa melalui Musyawarah Desa”.

Tidak Dipergunakan.

Tidak Dipergunakan.
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Model B19-PKD = Tidak Dipergunakan.
Model B20-PKD = Tidak Dipergunakan.
Model B21-PKD = Tidak Dipergunakan.
Model B22-PKD = Tidak Dipergunakan.
Model B23-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B24-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
B24-PKD
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN ...,
DESA ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGUMUMAN
PELAKSAAN MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Nomor : .............. -BA/Pan.Pilkades/............
Berdasarkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di DeSa ........ccccoeivviieennaannne. ,
maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Penduduk Desa.............ccocivvvivennenn.e. bahwa:
a. Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa...........ccccccuvnn.... akan
dilaksanakan pada tanggal.............ccoeiveeeennnn. bertempatdi ........cooeviiiiiii
b. Jumlah Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa untuk dipilih sebanyak
............... orang, yaitu:
1. Nama S PPN
Tempat, tanggal lahir T et
Pendidikan Terakhir PP UPPUPPT
Pekerjaan T et
Alamat H PSPPI
Nomor Urut s
2. Nama PR
Tempat, tanggal lahir T et
Pendidikan Terakhir H PSPPI
Pekerjaan P
Alamat H PSPPI
Nomor Urut s
B dst.
c. Kepada seluruh Penduduk Desa.........cccccoevennannenn. yang telah terdaftar dalam Daftar Peserta

Musyawarah Desa akan diberikan Surat Undangan Resmi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa,
untuk selanjutnya dibawa pada saat pelaksanaan musyawarah Desa. Sedangkan bagi
Penduduk Desa yang tidak terdaftar sebagai peserta musyawarah Desa dapat hadir dan
mengikuti jalannya musyawarah Desa, serta dapat memberikan pendapat dalam musyawarah
Desa namun tidak mempunyai hak suara untuk memilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
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Model B25-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
B25-PKD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Model B26-PKD

Model B27-PKD

Do /BPD/......... Kepada:

- Yth. SAr. .o
: Segera di-

sUndangan

Berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa

......................................... , maka dengan ini mengundang kehadiran Saudara/i:
Nama PPN
Nomor Urut Daftar Peserta Musyawarah Desa : ................
Unsur PPN
Alamat PP
untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ............ccoovviveiieeniennnen. pada:
Hari /7 Tanggal ..o e e
Pukul L e e e e e e e e e
Tempat e e e e e e aaas
Acara : Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa.
Catatan : Surat Undangan ini agar dibawa pada saat musyawarah Desa.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....ccooiiiiiiiiieenee.
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS

= Dipergunakan.
Kalimat “Pemilih” diganti menjadi “Peserta
Musyawarah Desa”.
Kalimat “Daftar Pemilih Tetap” diganti menjadi “Daftar
Peserta Musyawarah Desa”.

= Dipergunakan.
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C. Format Dokumen pada Tahapan Pelaksanaan

Model C1-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
C1-PKD

BERITA ACARA

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini ............ tanggal ........ccceeeeee. bulan ............... tahun ... , BPD
................................ telah menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan

Kepala Desa Antarwaktu yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan
dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Peserta Musyawarah Desa, dan warga
masyarakat yang hadir sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. SUSUNAN ACARA

a.
b.

C.

J-

pembukaan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;

penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa,
yang dipandu oleh pimpinan musyawarah Desa,;

penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi masing-masing calon Kepala Desa
atau tanya jawab, yang dipandu oleh pimpinan musyawarah Desa;

pengesahan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa menjadi calon
Kepala Desa yang berhak dipilih musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;
penjelasan mekanisme pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara oleh ketua
Panitia Pemilihan;

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dipandu oleh Panitia
Pemilihan;

pembuatan berita acara pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;

pembacaan berita acara pemilihan Kepala Desa dan pengesahan calon Kepala Desa
terpilih oleh pimpinan musyawarah Desa,;

penandatanganan berita acara oleh pimpinan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan,
penjabat Kepala Desa, dan 1 (satu) orang perwakilan peserta musyawarah Desa; dan
penutupan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa.

B. HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

Kegiatan penghitungan suara dimulai pukul .............. WIB dengan melakukan kegiatan:

1. Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar
hadir, yaitu sebanyak: ................. orang.

2.  Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih berada
di tempat, yaitu sebanyak: ................... orang.

3. Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara
dan dianggap telah hadir serta tidak mempengaruhi sahnya pemungutan suara, yaitu
sebanyak: .........cc.ooee.e. orang.

4. Berdasarkan jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih berada di tempat,
Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara kepada peserta
untuk diisi dengan menulis nama calon Kepala Desa dan/atau nomor urut calon Kepala
Desa pilihannya, kemudian dimasukkan kedalam Kotak Suara.

5. Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa,

menghitung dan mencatat jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah
perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH

A. DATA PESERTA MUSYAWARAH DESA

1. Peserta terdaftar dalam Daftar Peserta Musyawarah
Desa

2. Peserta yang hadir dan menandatangani Daftar Hadir

3. Peserta yang meninggalkan acara pada saat
pemungutan suara

4. Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih
berada di tempat pada saat pemungutan suara

B. | PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
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C. | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua, Perwakilan Anggota
SAKSI CALON KEPALA DESA,
1. 2. 3. 4. 5.
Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi: Nama Saksi:

Model C2.1-PKD
Model C2.2-PKD
Model C3.1-PKD
Model C3.1-PKD
Model C4-PKD

Plano

Model C5-PKD

Model C6-PKD

Tidak Dipergunakan.

Tidak Dipergunakan.

Tidak Dipergunakan.

Tidak Dipergunakan.

Dipergunakan.

Judul diubah menjadi “Catatan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Musyawarah Desa”.

Dipergunakan.

Judul diubah menjadi “Catatan Kejadian Khusus
dan/atau Pernyataan Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara”.

Tidak Dipergunakan.
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Model C7-PKD = Diubah menjadi:
MODEL
C7-PKD
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA

Hari/Tanggal : .........ccoeieeneee. T

DESa L

Kecamatan & e

JENIS
NO Nomor Urut KELAMIN NAMA KET
Daftar Peserta Musyawarah Desa
Lk Pr
1 2 3 4 5 6

Catatan: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kolom Keterangan diisi antara lain dengan: Ketua,

1. Pemilih yang meninggalkan tempat sebelum

Pemungutan suara. Tanda tangan
2. Catatan lain yang dianggap perlu.
NAMA JELAS
Model C8-PKD = Diubah menjadi:
MODEL
C8-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Tanda tangan dan Cap

Tulis Nama atau Nomor Urut Calon Kepala
Desa pada Kolom Kosong di atas

NAMA JELAS

Catatan: Ukuran Kertas menyesuaikan kebutuhan.
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Model C9-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
C9-PKD

Catatan:

. Pimpinan Musyawarah Desa dan Anggota BPD.

Calon Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Peserta Musayawarah Desa.

Undangan Kabupaten/Kecamatan.

Undangan Tidak Resmi/Masyarakat Desa.

Peninjau dan Wartawan.

. Slide Paparan.

Penataan Denah dapat diubah sesuai kondisi setempat, dengan prinsip bahwa
tempat duduk Peserta Musyawarah terpisah dengan tempat duduk undangan
lainnya yang hadir dalam musyawarah Desa.

O~NOUOA~WNPRP

Model D1-PKD

Dipergunakan.

Model D2-PKD

Dipergunakan.

Model D3-PKD

Dipergunakan.

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIKISUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DOKUMEN PELANTIKAN KEPALA DESA

A. Format Naskah Pelantikan

KATA - KATA PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS
SEGALA TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI INI ............. , TANGGAL ......ccvvenne. ,
SAYA BUPATI TRENGGALEK DENGAN RESMI MELANTIK:

SDR. i
SEBAGAI KEPALA DESA .....coiiiiiiiennen. KECAMATAN ..o BERDASARKAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR : ....cccovviiiieieninnn. TANGGAL ..o,

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS INI DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN KEPADA SAUDARA.

B. Format Kata Pengantar Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

KATA - KATA PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

SEBELUM SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI, SAYA INGIN BERTANYA,
UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM :

A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERSUMPAH ?

B. BERSUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA :
A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERJANJI ?
B. BERJANJI DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA
UCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN
MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG
JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG
HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH INI
DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI :
- DI DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-BAQOROH AYAT 224 DINYATAKAN :
“JANGANLAH KAMU JADIKAN (NAMA) ALLAH DALAM SUMPAHMU AKAN MENJADI
HALANGAN UNTUK BERBUAT KEBAJIKAN, BERTAQWA DAN MENEGAKKAN
PERDAMAIAN ANTARA MANUSIA, BAHWA ALLAH ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA
MENGETAHUI".
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- DI DALAM KITAB PERJANJIAN BARU, SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA
BAB 6 AYAT 13 DINYATAKAN:
“DAN JANGANLAH KAMU MENYERAHKAN ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU KEPADA
DOSA UNTUK DIPAKAI SEBAGAI SENJATA KELALIMAN, TETAPI SERAHKANLAH
DIRIMU KEPADA ALLAH SEBAGAI ORANG-ORANG YANG DAHULU MATI, TETAPI
YANG SEKARANG HIDUP. DAN SERAHKANLAH ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU
KEPADA ALLAH UNTUK MENJADI SENJATA-SENJATA KEBENARAN".

OLEH KARENA ITU, MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA
DAN PERBUATAN SESEORANG, TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG
TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG
TERSIMPAN DI DALAM HATI SAUDARA. DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA
PERTANGGUNG JAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA.

C. Format Sumpah/Janji

KATA - KATA SUMPAH/JANJI

UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM
“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ”

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK
“ DEMI TUHAN SAYA BERJANJI *

UNTUK YANG BERAGAMA HINDU
“ OM ATAH PARAMAWISESA”

UNTUK YANG BERAGAMA BUDHA
“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERJANJI

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA

- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM  MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN
SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN
“ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA “
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D. Format Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH 7/ JANJI JABATAN KEPALA DESA........cccocviveeennn.

KECAMATAN ..o KABUPATEN TRENGGALEK
Pada hari ini ............. tanggal .......coccoveeiennnn. Bulan ................. Tahun .............. ,
menghadap saya:

NAMA e s
Tempat Tanggal Lahir e
Yang berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek
Nomor PP
Tanggal P
diangkat sebagai :
KEPALA DESA .........c...... KECAMATAN ......ccoeiennen.
Yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut
Agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya

- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai Dasar Negara

- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan
Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mengambil Sumpah

Yang Mengangkat Sumpah BUPATI TRENGGALEK

Yang Mengukuhkan Sumpah



E. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama S
Jabatan : ...

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa

dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu :

a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;

menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;

membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan

melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Kepala Desa.

- Te o

Demikan pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari saya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi berupa
teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengetahui
BUPATI TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL AGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



